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Abstrak 
Artikel ini membahas dilema tata kelola Indonesia yang sering dirumuskan sebagai pilihan antara 
institusi yang kuat dan pemimpin yang kuat. Argumen utama artikel adalah bahwa dikotomi 
tersebut menyesatkan apabila dipahami secara biner. Pemimpin yang efektif diperlukan untuk 
memberi arah, membangun koalisi perubahan, memutus kebuntuan, dan menggerakkan 
birokrasi; tetapi institusi yang kuat diperlukan untuk memastikan pembatasan kekuasaan, 
konsistensi kebijakan, kompetensi administratif, akuntabilitas, perlindungan hak, dan 
keberlanjutan lintas pergantian pemerintahan. Dengan memanfaatkan perspektif ekonomi 
kelembagaan, administrasi publik, teori kepemimpinan, demokrasi konstitusional, principal-
agent, collective action, state capacity, serta political settlements, artikel ini menjelaskan 
mengapa pembangunan yang terlalu bergantung pada figur menghadapi risiko personalisasi 
kekuasaan, patronase, diskresi tanpa kontrol, volatilitas kebijakan, dan lemahnya pembelajaran 
organisasi. Pada sisi lain, institusi yang terlalu prosedural namun miskin kepemimpinan dapat 
menjadi lamban, defensif, dan tidak responsif. Konteks Indonesia 2025–2026 menunjukkan 
agenda reformasi tata kelola yang menekankan pemerintah digital, sistem merit, integritas, 
kelembagaan yang agile, akuntabilitas kinerja, dan pelayanan publik inklusif. Artikel mengusulkan 
model 'kepemimpinan yang terinstitusionalisasi': pemimpin kuat dalam kapasitas, visi, integritas, 
dan kemampuan koordinasi, tetapi bekerja di dalam aturan, memperkuat checks and balances, 
membangun organisasi berbasis merit, serta meninggalkan institusi yang lebih kuat daripada 
ketika ia mulai memimpin. Dalam kerangka ini, ukuran keberhasilan pemimpin bukan seberapa 
besar sistem bergantung kepadanya, melainkan seberapa jauh sistem mampu tetap bekerja 
dengan baik setelah ia pergi. 

Kata Kunci 

institusi; kepemimpinan; tata kelola; Indonesia; state capacity; sistem merit; checks and 
balances; reformasi birokrasi; demokrasi; kepemimpinan institusional; akuntabilitas; 
pembangunan. 

Pendahuluan: Sebuah Dilema yang Tampak Sederhana, tetapi 

Menentukan Masa Depan Negara 
Dalam percakapan publik Indonesia, keberhasilan pemerintahan sering dikaitkan dengan figur 
pemimpin. Ketika sebuah kebijakan bergerak cepat, ketika proyek besar selesai, ketika birokrasi 
tampak lebih disiplin, atau ketika krisis dapat diatasi, penjelasan yang muncul biasanya 
sederhana: negara membutuhkan pemimpin yang kuat. Di sisi lain, ketika pergantian pemimpin 
diikuti perubahan arah kebijakan, tarik-menarik kepentingan, penurunan kualitas administrasi, 
atau munculnya penyalahgunaan kewenangan, perhatian beralih kepada pentingnya institusi. 
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Pertanyaan lalu muncul: manakah yang lebih penting—institusi yang kuat atau pemimpin yang 
kuat? 

Pertanyaan tersebut penting karena menyentuh inti tata kelola modern. Negara tidak dapat 
bekerja hanya dengan aturan; aturan memerlukan manusia yang menafsirkan, melaksanakan, 
menegakkan, dan memperbaikinya. Sebaliknya, pemimpin tidak bekerja dalam ruang kosong; 
efektivitasnya ditentukan oleh konstitusi, hukum, birokrasi, sistem anggaran, pengadilan, 
mekanisme pengawasan, partai politik, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, media, 
profesi, serta norma informal. Dengan kata lain, kepemimpinan dan institusi adalah dua lapisan 
yang saling membentuk. 

Bagi Indonesia, persoalan ini menjadi semakin penting karena skala negara sangat besar, tingkat 
keragaman tinggi, desentralisasi luas, dan agenda pembangunan semakin kompleks. Pemerintah 
harus secara bersamaan mengelola pertumbuhan ekonomi, penciptaan kerja berkualitas, 
ketahanan pangan dan energi, digitalisasi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, perubahan iklim, 
ketimpangan wilayah, penegakan hukum, dan transformasi birokrasi. Kompleksitas ini tidak 
mungkin ditangani secara berkelanjutan hanya melalui instruksi seorang pemimpin, betapapun 
cakapnya. Namun kompleksitas yang sama juga tidak dapat diatasi oleh birokrasi yang hanya 
mematuhi prosedur tanpa kepemimpinan yang memberi arah dan membuat prioritas. 

Karena itu, artikel ini menolak pembingkaian yang memaksa Indonesia memilih salah satu. Yang 
diperlukan adalah pemimpin yang kuat dalam kapasitas dan integritas, tetapi dibatasi serta 
diperkuat oleh institusi yang kuat. Pemimpin harus mampu memobilisasi perubahan, tetapi 
perubahan itu harus menjadi rutinitas organisasi, bukan sekadar proyek personal. Pemimpin 
perlu memiliki diskresi, tetapi diskresi harus transparan, dapat diaudit, proporsional, dan tunduk 
pada hukum. Pemimpin perlu mengambil keputusan cepat, tetapi keputusan cepat tidak boleh 
menjadi alasan untuk menyingkirkan pembelajaran, partisipasi, bukti, dan mekanisme koreksi. 

Tesis normatif artikel ini dapat dirumuskan singkat: negara yang matang tidak membutuhkan 
pemimpin yang membuat institusi tunduk kepadanya; negara membutuhkan pemimpin yang 
cukup kuat untuk membuat institusi menjadi lebih kuat. Ukuran kepemimpinan bukan seberapa 
luas ketergantungan sistem pada figur, melainkan seberapa jauh sistem mampu tetap bekerja 
ketika figur itu tidak lagi berada di pusat kekuasaan. Dari sudut pandang pembangunan, inilah 
perbedaan antara keberhasilan sesaat dan kapasitas negara yang diwariskan lintas generasi. 

Konteks Kebijakan Indonesia 2025–2026 

Agenda Arah Kebijakan Relevansi bagi Dilema 
Institusi–Pemimpin 

RPJMN 2025–2029 Reformasi politik, hukum, 
birokrasi serta pencegahan 
korupsi menjadi bagian 
agenda pembangunan 
nasional. 

Menunjukkan bahwa 
pencapaian visi politik 
membutuhkan kapasitas 
institusional dan mekanisme 
akuntabilitas. 
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DBRBN 2026–2045 Pada 2026 rancangan berada 
dalam proses 
finalisasi/harmonisasi 
dengan sasaran pemerintah 
digital, ASN berbasis merit, 
integritas, kelembagaan agile, 
dan layanan publik inklusif. 

Menegaskan orientasi jangka 
panjang pada birokrasi yang 
mampu bekerja lintas 
pergantian pemimpin. 

Transformasi Manajemen 
ASN 

Penguatan sistem merit, 
manajemen talenta, 
kompetensi dan layanan 
digital ASN. 

Mengurangi ketergantungan 
pada patronase personal dan 
meningkatkan 
profesionalisme. 

Akuntabilitas Kinerja Penekanan pada shared 
outcomes, kinerja 
berdampak, dan koordinasi 
lintas instansi. 

Mendorong pemimpin 
mengelola hasil melalui 
sistem, bukan sekadar 
instruksi individual. 

Sumber konteks kebijakan: Kementerian PPN/Bappenas (2025) dan Kementerian PANRB (2025, 
2026). Status kebijakan dapat berubah setelah naskah ini disusun. 

1. Memahami Institusi: Bukan Sekadar Organisasi dan Gedung 
Institusi dalam ilmu sosial tidak identik dengan kementerian, lembaga, atau gedung 
pemerintahan. Institusi adalah aturan formal, norma informal, prosedur, harapan perilaku, 
mekanisme sanksi, dan pola interaksi yang membuat tindakan manusia dapat diprediksi. 
Organisasi adalah pemain; institusi adalah aturan permainan. Perbedaan ini sangat penting 
karena sebuah organisasi dapat memiliki struktur yang lengkap namun tetap lemah secara 
institusional apabila promosi ditentukan kedekatan, aturan mudah dikecualikan, pengawasan 
tidak efektif, dan keputusan berubah mengikuti individu yang berkuasa. 

Douglass North menekankan bahwa institusi mengurangi ketidakpastian dengan membentuk 
struktur insentif. Dalam tata kelola, ketidakpastian yang dimaksud bukan hanya ekonomi, tetapi 
juga ketidakpastian mengenai apakah hukum akan diterapkan secara konsisten, apakah kontrak 
dihormati, apakah pejabat dapat dimintai pertanggungjawaban, dan apakah kebijakan dapat 
bertahan melampaui siklus politik. Ketika institusi kuat, warga dan pelaku usaha tidak perlu 
menebak siapa orang yang harus dikenal untuk memperoleh pelayanan; mereka cukup 
memahami prosedur yang berlaku. 

Kekuatan institusi juga tidak dapat diukur hanya dari banyaknya regulasi. Negara dapat 
mengalami paradoks regulasi: aturan berlimpah tetapi kepastian rendah. Institusi menjadi kuat 
ketika aturan jelas, konsisten, dapat dilaksanakan, memiliki legitimasi, dan disertai kapasitas 
organisasi. Karena itu, reformasi kelembagaan harus menyentuh desain insentif, kualitas sumber 
daya manusia, sistem data, koordinasi, budaya integritas, serta kemampuan belajar—bukan 
hanya restrukturisasi formal. 
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Dalam konteks Indonesia, institusi yang kuat berarti antara lain birokrasi berbasis merit, proses 
anggaran yang transparan, pengadaan yang kompetitif, penegakan hukum yang dapat diprediksi, 
mekanisme pengawasan yang independen, pemerintah daerah yang kompeten, serta mekanisme 
pelayanan yang tidak bergantung pada intervensi pejabat tertentu. Institusi yang demikian 
menciptakan memori organisasi. Program tidak hilang ketika pejabat berganti, data tidak ikut 
menghilang bersama tim, dan standar pelayanan tidak berubah karena preferensi personal. 

Dimensi terakhir adalah kapasitas koreksi. Institusi kuat bukan institusi yang tidak pernah salah, 
melainkan yang mampu mendeteksi kesalahan, mengakui kegagalan, memperbaiki prosedur, 
dan mencegah pengulangan. Mekanisme audit, evaluasi kebijakan, pengaduan publik, 
kebebasan akademik, media, pengadilan, dan pengawasan legislatif berfungsi sebagai sistem 
umpan balik. Tanpa mekanisme koreksi, kekuasaan dapat terlihat efisien dalam jangka pendek 
tetapi menumpuk kesalahan yang baru tampak ketika biaya sosialnya sudah besar. 

Perspektif normatif 

Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'Memahami Institusi: Bukan Sekadar Organisasi dan Gedung', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif ekonomi-politik 

Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'Memahami Institusi: Bukan Sekadar Organisasi dan Gedung', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 
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Perspektif manajemen 
Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 

Dalam konteks tema 'Memahami Institusi: Bukan Sekadar Organisasi dan Gedung', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif risiko 

Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'Memahami Institusi: Bukan Sekadar Organisasi dan Gedung', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 
Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 

Dalam konteks tema 'Memahami Institusi: Bukan Sekadar Organisasi dan Gedung', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD  |  Institusi yang Kuat atau Pemimpin yang Kuat? Dilema Tata Kelola Indonesia 
 
 
 

Halaman 8 

Implikasi bagi Indonesia 
Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'Memahami Institusi: Bukan Sekadar Organisasi dan Gedung', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

2. Apa yang Dimaksud dengan Pemimpin yang Kuat? 
Istilah pemimpin kuat sering dipakai secara ambigu. Ia dapat merujuk pada pemimpin yang 
memiliki legitimasi politik tinggi, kapasitas membuat keputusan, kemampuan komunikasi, 
keberanian menghadapi kepentingan status quo, ketegasan menegakkan standar, atau 
kemampuan membangun koalisi. Tetapi istilah yang sama dapat pula digunakan untuk 
menggambarkan konsentrasi kekuasaan, dominasi personal, rendahnya toleransi terhadap kritik, 
dan kecenderungan melewati institusi. Karena itu, analisis harus membedakan kekuatan 
kepemimpinan dari personalisasi kekuasaan. 

Pemimpin yang kuat dalam pengertian demokratis adalah pemimpin yang mempunyai kapasitas 
untuk mengubah tujuan kolektif menjadi tindakan terkoordinasi. Ia mampu menjelaskan prioritas, 
memilih tim, menyederhanakan tujuan, memobilisasi sumber daya, menyelesaikan konflik 
antarlembaga, menjaga fokus, dan menerima tanggung jawab atas hasil. Kekuatan berasal dari 
kompetensi, legitimasi, integritas, dan kemampuan menciptakan kepercayaan, bukan semata 
dari kemampuan memerintah. 

Kekuatan kepemimpinan juga mencakup kemampuan menahan diri. Dalam sistem modern, self-
restraint adalah tanda kematangan. Pemimpin yang mengetahui bahwa ia dapat menggunakan 
kewenangan tetapi memilih mengikuti prosedur, membuka data, menerima review, dan menjaga 
independensi institusi sebenarnya sedang memperkuat legitimasi kekuasaan. Sebaliknya, 
pemimpin yang selalu mencari jalan pintas dapat tampak cepat, tetapi secara bertahap 
menurunkan kualitas institusi karena aparatur belajar bahwa aturan dapat dinegosiasikan bila 
kehendak politik cukup kuat. 

Dalam organisasi publik, kepemimpinan yang efektif tidak sama dengan micro-management. 
Pemimpin strategis menentukan arah dan hasil, lalu membangun sistem yang memungkinkan 
profesional bekerja. Bila semua keputusan harus menunggu pemimpin tertinggi, organisasi 
mungkin terlihat terkendali namun sesungguhnya rapuh. Kapasitas keputusan menumpuk pada 
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satu titik, informasi tersumbat, inisiatif melemah, dan pergantian figur menghasilkan 
kekosongan. Pemimpin kuat justru mendistribusikan kapasitas tanpa kehilangan akuntabilitas. 

Oleh sebab itu, ukuran yang tepat bukan 'seberapa besar kekuasaan seorang pemimpin', tetapi 
'seberapa besar kapasitas kolektif yang ia bangun'. Kepemimpinan yang matang menghasilkan 
pemimpin-pemimpin baru, prosedur lebih baik, data lebih terpercaya, budaya kerja lebih 
profesional, serta institusi yang mampu mengambil keputusan berkualitas pada berbagai tingkat. 
Dengan definisi ini, pemimpin kuat dan institusi kuat bukan pesaing; pemimpin yang benar-benar 
kuat adalah penguat institusi. 

Perspektif normatif 

Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'Apa yang Dimaksud dengan Pemimpin yang Kuat?', prinsip tersebut 
menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa 
yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini 
mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang 
menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak 
bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif ekonomi-politik 

Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'Apa yang Dimaksud dengan Pemimpin yang Kuat?', prinsip tersebut 
menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa 
yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini 
mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang 
menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak 
bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif manajemen 

Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 
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Dalam konteks tema 'Apa yang Dimaksud dengan Pemimpin yang Kuat?', prinsip tersebut 
menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa 
yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini 
mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang 
menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak 
bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif risiko 

Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'Apa yang Dimaksud dengan Pemimpin yang Kuat?', prinsip tersebut 
menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa 
yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini 
mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang 
menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak 
bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 

Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 

Dalam konteks tema 'Apa yang Dimaksud dengan Pemimpin yang Kuat?', prinsip tersebut 
menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa 
yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini 
mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang 
menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak 
bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi Indonesia 

Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'Apa yang Dimaksud dengan Pemimpin yang Kuat?', prinsip tersebut 
menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa 
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yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini 
mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang 
menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak 
bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

3. Dikotomi Palsu: Mengapa Indonesia Membutuhkan Keduanya 
Dikotomi antara institusi dan pemimpin lahir karena keduanya menonjol pada situasi berbeda. 
Pada masa krisis, publik melihat kebutuhan akan keputusan cepat; pada masa normal, publik 
merasakan pentingnya prosedur dan predictability. Namun negara tidak hidup hanya dalam krisis 
atau hanya dalam rutinitas. Ia harus memiliki kapasitas untuk bertindak cepat tanpa kehilangan 
legitimasi, serta kapasitas untuk mempertahankan kualitas ketika perhatian politik berpindah. 

Institusi tanpa kepemimpinan dapat menjadi mekanisme yang berjalan tanpa tujuan. Prosedur 
dipatuhi, tetapi hasil tidak tercapai. Setiap unit melindungi kewenangan, koordinasi rendah, dan 
keputusan sulit diambil karena setiap aktor takut menanggung risiko. Inilah bentuk bureaucratic 
inertia. Sebaliknya, kepemimpinan tanpa institusi dapat menghasilkan ledakan aktivitas tanpa 
kemampuan mempertahankan hasil. Program besar berjalan selama ada perhatian pemimpin, 
lalu melemah ketika prioritas berubah. 

Dilema ini dapat dijelaskan melalui dua horizon waktu. Kepemimpinan memiliki keunggulan 
dalam jangka pendek: fokus, mobilisasi, simbol, dan pemecahan kebuntuan. Institusi memiliki 
keunggulan dalam jangka panjang: konsistensi, pembelajaran, pembatasan, profesionalisme, 
dan suksesi. Tata kelola unggul menghubungkan kedua horizon tersebut. Pemimpin 
menggunakan momentum politik untuk melakukan reformasi yang kemudian dikunci ke dalam 
aturan, kapasitas, anggaran, data, dan norma organisasi. 

Dalam konteks pembangunan Indonesia, kebutuhan integrasi ini terlihat jelas pada isu lintas 
sektor. Ketahanan pangan, transisi energi, pengurangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, 
industrialisasi, dan adaptasi perubahan iklim memerlukan koordinasi bertahun-tahun. Tidak ada 
satu pemimpin atau satu kabinet yang dapat menyelesaikannya sendiri. Karena itu, visi politik 
harus diterjemahkan menjadi institusi yang memungkinkan kesinambungan tanpa membuat 
kebijakan kebal terhadap koreksi. 

Dengan demikian, pertanyaan yang lebih produktif bukan 'mana yang lebih penting', melainkan 
'bagaimana merancang hubungan yang sehat antara pemimpin dan institusi'. Kepemimpinan 
harus cukup kuat untuk mendorong perubahan, tetapi tidak begitu dominan sehingga 
meniadakan koreksi. Institusi harus cukup kuat untuk menjaga aturan, tetapi tidak begitu kaku 
sehingga menolak inovasi. Titik keseimbangan ini bukan keadaan statis; ia harus terus 
dinegosiasikan melalui hukum, budaya politik, profesionalisme birokrasi, dan partisipasi publik. 

Perspektif normatif 

Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
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keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'Dikotomi Palsu: Mengapa Indonesia Membutuhkan Keduanya', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif ekonomi-politik 

Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'Dikotomi Palsu: Mengapa Indonesia Membutuhkan Keduanya', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif manajemen 

Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 

Dalam konteks tema 'Dikotomi Palsu: Mengapa Indonesia Membutuhkan Keduanya', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif risiko 

Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 
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Dalam konteks tema 'Dikotomi Palsu: Mengapa Indonesia Membutuhkan Keduanya', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 

Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 

Dalam konteks tema 'Dikotomi Palsu: Mengapa Indonesia Membutuhkan Keduanya', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi Indonesia 

Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'Dikotomi Palsu: Mengapa Indonesia Membutuhkan Keduanya', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

4. Perspektif Ekonomi Kelembagaan: Mengapa Aturan Menentukan 

Kemakmuran 
Ekonomi kelembagaan menempatkan kualitas aturan sebagai salah satu penjelas utama 
perbedaan kinerja pembangunan. Investasi, inovasi, kontrak, dan kerja sama membutuhkan 
kepercayaan bahwa aturan relatif stabil dan sengketa dapat diselesaikan. Apabila keberhasilan 
ekonomi sangat bergantung pada akses personal kepada penguasa, biaya transaksi meningkat 
dan kompetisi bergeser dari produktivitas menuju kedekatan. Dalam kondisi ini, pemimpin yang 
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kuat dapat menciptakan kepastian sementara, tetapi kepastian itu akan hilang ketika figur 
berubah. 

Institusi menyediakan apa yang dapat disebut kredibilitas impersonal. Pelaku ekonomi percaya 
bukan karena mengenal pejabat tertentu, tetapi karena percaya pada prosedur. Kredibilitas 
impersonal sangat penting dalam ekonomi kompleks: tidak mungkin jutaan transaksi dikelola 
melalui hubungan personal. Pasar modern memerlukan standar, pengadilan, administrasi 
perpajakan, sistem kepabeanan, perizinan, data, dan regulasi yang dapat diprediksi. 

Pemimpin tetap penting karena reformasi institusi menimbulkan pemenang dan pecundang. 
Kelompok yang menikmati rente dari aturan lama memiliki insentif mempertahankan status quo. 
Di sinilah kepemimpinan politik diperlukan untuk membangun koalisi reformasi, menyediakan 
kompensasi yang wajar, dan menegakkan perubahan. Namun keberhasilan baru tercapai ketika 
reformasi tidak lagi bergantung pada kehendak pemimpin, melainkan tertanam dalam proses 
institusional. 

Pada titik ini terlihat hubungan antara rule of law dan pembangunan. Rule of law bukan sekadar 
penegakan keras; ia menuntut generalitas, kepastian, pembatasan diskresi, dan persamaan di 
depan hukum. Jika aturan keras tetapi diterapkan selektif, institusi tetap lemah. Sebaliknya, 
penegakan yang konsisten mengurangi peluang rent seeking dan memberikan sinyal bahwa 
pengembalian investasi lebih ditentukan kemampuan daripada koneksi. 

Bagi Indonesia, implikasinya jelas: strategi pertumbuhan jangka panjang harus disertai strategi 
pembangunan institusi. Infrastruktur fisik membutuhkan infrastruktur institusional. Jalan, 
pelabuhan, kawasan industri, pusat data, dan jaringan energi akan menghasilkan manfaat lebih 
tinggi apabila didukung pengadaan yang bersih, perizinan yang transparan, lembaga regulasi yang 
kompeten, mekanisme penyelesaian sengketa, dan birokrasi profesional. 

Perspektif normatif 

Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'Perspektif Ekonomi Kelembagaan: Mengapa Aturan Menentukan 
Kemakmuran', prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, 
bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil 
dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal 
pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur 
organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar 
biasa setiap periode. 
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Perspektif ekonomi-politik 
Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'Perspektif Ekonomi Kelembagaan: Mengapa Aturan Menentukan 
Kemakmuran', prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, 
bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil 
dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal 
pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur 
organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar 
biasa setiap periode. 

Perspektif manajemen 

Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 

Dalam konteks tema 'Perspektif Ekonomi Kelembagaan: Mengapa Aturan Menentukan 
Kemakmuran', prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, 
bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil 
dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal 
pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur 
organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar 
biasa setiap periode. 

Perspektif risiko 

Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'Perspektif Ekonomi Kelembagaan: Mengapa Aturan Menentukan 
Kemakmuran', prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, 
bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil 
dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal 
pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur 
organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar 
biasa setiap periode. 
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Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 
Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 

Dalam konteks tema 'Perspektif Ekonomi Kelembagaan: Mengapa Aturan Menentukan 
Kemakmuran', prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, 
bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil 
dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal 
pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur 
organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar 
biasa setiap periode. 

Implikasi bagi Indonesia 

Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'Perspektif Ekonomi Kelembagaan: Mengapa Aturan Menentukan 
Kemakmuran', prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, 
bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil 
dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal 
pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur 
organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar 
biasa setiap periode. 

5. State Capacity: Negara yang Mampu Bekerja 
Konsep state capacity menekankan kemampuan negara untuk merumuskan dan melaksanakan 
keputusan secara efektif. Kapasitas ini mencakup kemampuan fiskal, administratif, hukum, 
teknis, informasi, dan koordinasi. Pemimpin dapat memiliki agenda sangat ambisius, tetapi tanpa 
kapasitas negara, agenda tersebut hanya menjadi deklarasi. Sebaliknya, birokrasi berkapasitas 
tinggi dapat mempertahankan layanan dasar bahkan ketika politik sedang bergejolak. 

Kapasitas administrasi dibangun melalui rekrutmen berbasis kompetensi, pengembangan karier, 
stabilitas profesional, sistem data, prosedur kerja, dan insentif yang tepat. Pengalaman negara-
negara berkembang menunjukkan bahwa birokrasi meritokratik meningkatkan kemungkinan 
kebijakan dapat dilaksanakan secara konsisten. Di sini, sistem merit bukan urusan internal 
kepegawaian, melainkan infrastruktur pembangunan. 
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Kapasitas hukum berarti negara mampu menegakkan aturan secara konsisten, termasuk 
terhadap aktor kuat. Bila penegakan hanya efektif terhadap aktor lemah, kredibilitas institusi 
menurun. Kapasitas fiskal berarti negara dapat memobilisasi pendapatan dan mengalokasikan 
belanja secara bertanggung jawab. Kapasitas informasi berarti pemerintah memiliki data untuk 
mengetahui apa yang terjadi di lapangan, bukan hanya menerima laporan administratif. 

Pemimpin yang efektif mengenali keterbatasan kapasitas. Ia tidak hanya menetapkan target, 
tetapi juga bertanya: siapa yang akan melaksanakan, dengan kompetensi apa, data apa, sistem 
apa, anggaran apa, dan mekanisme koreksi apa? Pendekatan ini berbeda dari targetism, yaitu 
kecenderungan menetapkan indikator tinggi tanpa memperbaiki mesin pelaksana. State capacity 
dibangun dengan perhatian pada detail organisasi sekaligus disiplin pada tujuan. 

Bagi Indonesia yang terdesentralisasi, kapasitas negara juga harus dilihat sebagai jaringan. 
Kualitas pemerintahan pusat saja tidak cukup apabila layanan bergantung pada pemerintah 
daerah dengan kapasitas sangat beragam. Karena itu, penguatan institusi harus mencakup 
transfer pengetahuan, standardisasi minimum, interoperabilitas data, insentif fiskal, manajemen 
talenta, dan mekanisme kolaborasi pusat-daerah. 

Perspektif normatif 

Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'State Capacity: Negara yang Mampu Bekerja', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif ekonomi-politik 

Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'State Capacity: Negara yang Mampu Bekerja', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 
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Perspektif manajemen 
Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 

Dalam konteks tema 'State Capacity: Negara yang Mampu Bekerja', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif risiko 

Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'State Capacity: Negara yang Mampu Bekerja', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 
Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 

Dalam konteks tema 'State Capacity: Negara yang Mampu Bekerja', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD  |  Institusi yang Kuat atau Pemimpin yang Kuat? Dilema Tata Kelola Indonesia 
 
 
 

Halaman 19 

Implikasi bagi Indonesia 
Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'State Capacity: Negara yang Mampu Bekerja', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

6. Checks and Balances: Mengapa Pembatasan Kekuasaan Justru 

Memperkuat Negara 
Dalam pandangan yang sempit, checks and balances dapat dianggap sebagai hambatan bagi 
pemimpin yang ingin bergerak cepat. Legislatif, pengadilan, audit, pers, masyarakat sipil, 
prosedur konsultasi, dan mekanisme keberatan terlihat memperlambat keputusan. Namun 
pembatasan tersebut memiliki fungsi ekonomi dan politik: mengurangi risiko kesalahan besar, 
mencegah penyalahgunaan, menambah informasi, dan meningkatkan legitimasi. 

Keputusan publik memiliki konsekuensi luas dan sering tidak dapat dibalik dengan mudah. 
Karena itu, kecepatan bukan satu-satunya ukuran kualitas. Proyek yang diputuskan cepat tetapi 
salah desain dapat menghasilkan biaya puluhan tahun. Regulasi yang disusun tanpa konsultasi 
dapat menciptakan kepastian semu tetapi memunculkan biaya kepatuhan tinggi. Checks and 
balances menyediakan friction yang produktif—gesekan yang memaksa pemerintah menjelaskan 
alasan dan mempertimbangkan dampak. 

Pembatasan juga melindungi pemimpin dari informasi yang salah. Dalam sistem yang terlalu 
terpusat, bawahan memiliki insentif menyampaikan kabar baik dan menyembunyikan masalah. 
Institusi independen, media, akademisi, dan mekanisme pengaduan memberikan kanal 
informasi alternatif. Pemimpin yang percaya diri tidak memandang kritik sebagai ancaman, 
melainkan sebagai sensor tambahan untuk mendeteksi kegagalan. 

Tentu, checks and balances dapat disalahgunakan menjadi veto politics dan kebuntuan. Karena 
itu, desain institusi harus menyeimbangkan kontrol dengan kapasitas keputusan. Waktu proses 
dapat dibatasi, kewenangan diperjelas, mekanisme koordinasi diperkuat, dan sengketa 
diselesaikan melalui prosedur yang pasti. Reformasi tidak perlu memilih antara kontrol dan 
efektivitas; ia harus membuat kontrol menjadi efektif dan tidak manipulatif. 

Di Indonesia, agenda pembangunan besar membutuhkan legitimasi lintas waktu. Infrastruktur, 
hilirisasi, energi, digitalisasi, pendidikan, dan reforma agraria menyentuh banyak kepentingan. 
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Kebijakan yang dibangun melalui institusi yang kredibel lebih mungkin bertahan karena tidak 
dipersepsikan semata sebagai proyek satu figur atau satu periode. 

Perspektif normatif 

Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'Checks and Balances: Mengapa Pembatasan Kekuasaan Justru 
Memperkuat Negara', prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, 
bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil 
dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal 
pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur 
organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar 
biasa setiap periode. 

Perspektif ekonomi-politik 

Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'Checks and Balances: Mengapa Pembatasan Kekuasaan Justru 
Memperkuat Negara', prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, 
bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil 
dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal 
pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur 
organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar 
biasa setiap periode. 

Perspektif manajemen 

Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 

Dalam konteks tema 'Checks and Balances: Mengapa Pembatasan Kekuasaan Justru 
Memperkuat Negara', prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, 
bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil 
dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal 
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pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur 
organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar 
biasa setiap periode. 

Perspektif risiko 

Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'Checks and Balances: Mengapa Pembatasan Kekuasaan Justru 
Memperkuat Negara', prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, 
bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil 
dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal 
pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur 
organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar 
biasa setiap periode. 

Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 

Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 

Dalam konteks tema 'Checks and Balances: Mengapa Pembatasan Kekuasaan Justru 
Memperkuat Negara', prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, 
bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil 
dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal 
pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur 
organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar 
biasa setiap periode. 

Implikasi bagi Indonesia 

Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'Checks and Balances: Mengapa Pembatasan Kekuasaan Justru 
Memperkuat Negara', prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, 
bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil 
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dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal 
pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur 
organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar 
biasa setiap periode. 

7. Sistem Merit versus Patronase 
Salah satu arena paling konkret dari dilema institusi dan pemimpin adalah pengelolaan aparatur. 
Pemimpin membutuhkan tim yang dipercaya untuk menjalankan agenda. Namun kebutuhan 
kepercayaan dapat berubah menjadi patronase apabila jabatan diberikan terutama atas dasar 
kedekatan, loyalitas personal, atau afiliasi, bukan kompetensi dan kinerja. Di sinilah sistem merit 
berfungsi sebagai pagar sekaligus sumber kapasitas. 

Sistem merit tidak berarti pemimpin kehilangan kemampuan memilih. Ia berarti pilihan dilakukan 
dari kumpulan kandidat yang memenuhi standar, melalui proses yang transparan, dengan 
indikator kompetensi yang relevan. Pemimpin tetap dapat menentukan arah dan membentuk tim, 
tetapi ruang diskresi berada di dalam koridor profesionalisme. Model ini melindungi organisasi 
dari dua risiko: politisasi berlebihan dan birokratisasi yang menutup ruang kepemimpinan. 

Patronase menimbulkan biaya tersembunyi. Pejabat yang memperoleh posisi melalui kedekatan 
cenderung melihat kariernya bergantung pada patron, sehingga loyalitas mengalahkan candor. 
Informasi buruk disaring, keputusan sulit dikritik, dan organisasi kehilangan kemampuan belajar. 
Selain itu, pegawai kompeten yang melihat promosi tidak terkait prestasi akan mengurangi effort 
atau keluar dari sistem. 

Karena itu, sistem merit adalah bentuk depersonalisasi kekuasaan. Hubungan antara pemimpin 
dan aparatur berubah dari hubungan patron-klien menjadi kontrak profesional. Loyalitas 
diarahkan kepada konstitusi, tugas publik, standar profesi, dan tujuan organisasi. Ini tidak 
membuat birokrasi tanpa nilai; justru memungkinkan integritas institusional tumbuh. 

Agenda transformasi manajemen ASN Indonesia yang menekankan merit, manajemen talenta, 
kompetensi, dan digitalisasi menjadi penting dalam kerangka ini. Tantangannya adalah 
memastikan merit bukan hanya prosedur administratif, melainkan benar-benar memengaruhi 
keputusan pengangkatan, promosi, pengembangan, dan evaluasi kinerja. 

Perspektif normatif 

Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'Sistem Merit versus Patronase', prinsip tersebut menuntut perhatian pada 
bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi 
keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis 
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berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan kualitas 
individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan 
memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif ekonomi-politik 

Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'Sistem Merit versus Patronase', prinsip tersebut menuntut perhatian pada 
bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi 
keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis 
berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan kualitas 
individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan 
memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif manajemen 

Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 

Dalam konteks tema 'Sistem Merit versus Patronase', prinsip tersebut menuntut perhatian pada 
bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi 
keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis 
berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan kualitas 
individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan 
memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif risiko 

Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'Sistem Merit versus Patronase', prinsip tersebut menuntut perhatian pada 
bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi 
keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis 
berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan kualitas 
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individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan 
memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 

Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 

Dalam konteks tema 'Sistem Merit versus Patronase', prinsip tersebut menuntut perhatian pada 
bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi 
keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis 
berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan kualitas 
individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan 
memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi Indonesia 

Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'Sistem Merit versus Patronase', prinsip tersebut menuntut perhatian pada 
bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi 
keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis 
berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan kualitas 
individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan 
memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

8. Kepemimpinan Transformasional dan Bahaya Kultus Figur 
Teori kepemimpinan transformasional menekankan kemampuan pemimpin mengubah orientasi 
pengikut melalui visi, inspirasi, teladan, dan stimulasi intelektual. Dalam organisasi publik, 
kemampuan ini berguna ketika reformasi menuntut perubahan budaya. Aparatur sering 
membutuhkan alasan yang lebih besar daripada kepatuhan prosedural untuk keluar dari rutinitas 
lama. 

Namun transformasi dapat berubah menjadi personalisasi apabila visi institusi identik dengan 
figur. Simbol, narasi, dan loyalitas kemudian berpusat pada pemimpin, bukan tujuan publik. 
Organisasi menjadi sulit mengoreksi pemimpin karena kritik terhadap kebijakan dianggap kritik 
terhadap pribadi. Dalam jangka panjang, kultus figur melemahkan suksesi dan profesionalisme. 
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Kepemimpinan transformasional yang sehat harus memindahkan energi personal ke kapasitas 
institusional. Visi diterjemahkan menjadi kebijakan, standar layanan, sistem informasi, indikator 
hasil, dan budaya kerja. Keberhasilan tidak hanya dirayakan sebagai pencapaian pemimpin, 
tetapi sebagai pencapaian organisasi. Pemimpin menggunakan simbol untuk memperkuat nilai 
institusi—integritas, pelayanan, kompetensi—bukan untuk menuntut loyalitas personal. 

Pemimpin yang matang juga membangun ruang bagi dissent. Ia mengundang pandangan yang 
berbeda, menggunakan red team, meminta evaluasi independen, dan memisahkan 
ketidaksetujuan profesional dari pembangkangan. Ini penting karena kepemimpinan kuat 
meningkatkan risiko groupthink apabila lingkungan tidak aman untuk berbicara. 

Dengan demikian, pertanyaan etisnya sederhana: apakah karisma pemimpin membuat orang 
lebih bergantung pada dirinya, atau membuat organisasi lebih mampu bertindak berdasarkan 
nilai dan kompetensi? Hanya bentuk kedua yang dapat disebut kepemimpinan institusional. 

Perspektif normatif 

Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'Kepemimpinan Transformasional dan Bahaya Kultus Figur', prinsip tersebut 
menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa 
yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini 
mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang 
menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak 
bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif ekonomi-politik 

Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'Kepemimpinan Transformasional dan Bahaya Kultus Figur', prinsip tersebut 
menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa 
yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini 
mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang 
menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak 
bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 
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Perspektif manajemen 
Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 

Dalam konteks tema 'Kepemimpinan Transformasional dan Bahaya Kultus Figur', prinsip tersebut 
menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa 
yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini 
mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang 
menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak 
bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif risiko 

Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'Kepemimpinan Transformasional dan Bahaya Kultus Figur', prinsip tersebut 
menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa 
yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini 
mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang 
menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak 
bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 
Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 

Dalam konteks tema 'Kepemimpinan Transformasional dan Bahaya Kultus Figur', prinsip tersebut 
menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa 
yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini 
mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang 
menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak 
bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 
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Implikasi bagi Indonesia 
Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'Kepemimpinan Transformasional dan Bahaya Kultus Figur', prinsip tersebut 
menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa 
yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini 
mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang 
menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak 
bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

9. Principal-Agent, Informasi, dan Pengawasan 
Tata kelola publik dipenuhi hubungan principal-agent. Warga mendelegasikan kekuasaan kepada 
pejabat; pemimpin politik mendelegasikan implementasi kepada birokrasi; kementerian 
mendelegasikan layanan kepada unit; pemerintah pusat mendelegasikan urusan kepada daerah; 
dan seterusnya. Delegasi selalu menimbulkan masalah informasi karena principal tidak 
mengetahui seluruh tindakan agent. 

Pemimpin kuat sering mencoba mengatasi masalah ini melalui kontrol langsung. Namun kontrol 
langsung memiliki batas karena organisasi besar menghasilkan terlalu banyak keputusan. Solusi 
yang lebih berkelanjutan adalah membangun sistem informasi, audit berbasis risiko, indikator 
kinerja yang baik, mekanisme pengaduan, dan insentif yang menyelaraskan kepentingan. Institusi 
menggantikan pengawasan personal dengan pengawasan sistemik. 

Masalah lain adalah gaming. Ketika target sangat kuat tetapi indikator lemah, aparat dapat 
mengejar angka tanpa mencapai tujuan substantif. Karena itu, pengukuran kinerja harus 
mengombinasikan output, outcome, kualitas, pengalaman pengguna, dan evaluasi independen. 
Pemimpin tidak boleh hanya meminta angka naik; ia harus memastikan angka mewakili 
perubahan nyata. 

Digitalisasi membuka peluang besar untuk mengurangi asimetri informasi melalui jejak transaksi, 
interoperabilitas data, dashboard, dan analitik. Tetapi teknologi juga dapat menciptakan ilusi 
kontrol apabila data tidak berkualitas atau indikator tidak tepat. Digital government harus menjadi 
alat penguatan institusi, bukan sekadar layar baru bagi prosedur lama. 

Dalam kerangka ini, pemimpin kuat adalah pemimpin yang membangun sistem pengawasan yang 
tetap bekerja tanpa kehadirannya. Ia menciptakan organisasi yang tidak memerlukan telepon dari 
atas untuk mematuhi standar. 
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Perspektif normatif 
Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'Principal-Agent, Informasi, dan Pengawasan', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif ekonomi-politik 

Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'Principal-Agent, Informasi, dan Pengawasan', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif manajemen 
Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 

Dalam konteks tema 'Principal-Agent, Informasi, dan Pengawasan', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 
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Perspektif risiko 
Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'Principal-Agent, Informasi, dan Pengawasan', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 

Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 

Dalam konteks tema 'Principal-Agent, Informasi, dan Pengawasan', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi Indonesia 
Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'Principal-Agent, Informasi, dan Pengawasan', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 
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10. Collective Action dan Korupsi Sistemik 
Korupsi sering dipahami sebagai masalah individu yang menyimpang. Namun ketika praktik 
koruptif tersebar, masalah berubah menjadi collective action: setiap orang mungkin mengetahui 
bahwa sistem buruk, tetapi tidak ada yang yakin pihak lain akan berubah. Dalam situasi demikian, 
sekadar mengganti pemimpin atau menambah hukuman belum tentu cukup. 

Pemimpin yang berintegritas dapat memecah keseimbangan buruk dengan mengubah 
ekspektasi, memperkuat penegakan, melindungi pelapor, dan menunjukkan konsistensi. Tetapi 
perubahan hanya bertahan apabila terinstitusionalisasi. Prosedur pengadaan, deklarasi konflik 
kepentingan, transparansi aset, audit, open data, dan pengawasan publik harus menjadi norma 
yang tidak tergantung selera pemimpin. 

Di sisi lain, institusi antikorupsi yang formal dapat dilemahkan apabila norma politik tidak 
mendukung. Inilah alasan mengapa reformasi kelembagaan dan kepemimpinan harus berjalan 
bersama. Pemimpin memberikan sinyal mengenai apa yang dihargai; institusi membuat sinyal itu 
konsisten dan dapat dipaksakan. 

Perubahan budaya integritas juga memerlukan desain organisasi. Pegawai harus memiliki jalur 
karier yang tidak bergantung pada patron, keputusan harus terdokumentasi, konflik kepentingan 
dikelola, dan risiko korupsi dipetakan. Integritas tidak boleh bergantung pada moral heroik 
individu semata. Institusi yang baik membuat perilaku jujur menjadi lebih mudah dan perilaku 
menyimpang menjadi lebih berisiko. 

Dengan demikian, keberhasilan antikorupsi bukan sekadar banyaknya kasus, tetapi perubahan 
struktur insentif. Pemimpin yang kuat menutup ruang rent seeking bukan dengan mengganti 
semua orang, melainkan dengan memperbaiki aturan permainan. 

Perspektif normatif 

Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'Collective Action dan Korupsi Sistemik', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif ekonomi-politik 

Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
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membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'Collective Action dan Korupsi Sistemik', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif manajemen 

Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 

Dalam konteks tema 'Collective Action dan Korupsi Sistemik', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif risiko 

Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'Collective Action dan Korupsi Sistemik', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 

Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 
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Dalam konteks tema 'Collective Action dan Korupsi Sistemik', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi Indonesia 

Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'Collective Action dan Korupsi Sistemik', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

11. Desentralisasi: Seribu Laboratorium Kepemimpinan dan Institusi 
Desentralisasi Indonesia menciptakan ruang besar bagi variasi kualitas tata kelola. Daerah dapat 
menjadi laboratorium inovasi, tetapi juga arena patronase. Seorang kepala daerah yang inovatif 
dapat mengubah layanan secara dramatis. Masalah muncul ketika inovasi tidak dibakukan 
sehingga hilang setelah pergantian kepemimpinan. 

Kualitas desentralisasi karena itu tidak boleh hanya dinilai dari munculnya pemimpin-pemimpin 
lokal populer. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah inovasi menghasilkan perubahan 
institusi: SOP lebih baik, basis data terintegrasi, kapasitas pegawai meningkat, sistem anggaran 
berubah, kanal partisipasi menguat, dan standar layanan menjadi permanen. 

Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam menetapkan standar minimum, menyediakan 
platform bersama, meningkatkan kapasitas, dan merancang insentif fiskal. Namun standardisasi 
berlebihan dapat membunuh inovasi lokal. Model yang tepat adalah bounded autonomy: daerah 
memiliki ruang berinovasi di dalam kerangka akuntabilitas nasional. 

Desentralisasi juga menunjukkan pentingnya political succession. Daerah yang terlalu 
bergantung pada figur mengalami volatilitas tinggi. Program unggulan dihentikan, pejabat diganti, 
dan orientasi berubah. Institusi membantu memisahkan kebijakan jangka panjang dari preferensi 
jangka pendek tanpa meniadakan mandat demokratis pemimpin baru. 
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Dengan demikian, pemimpin daerah terbaik bukan hanya yang menghasilkan inovasi, tetapi yang 
mengubah inovasi menjadi kapasitas pemerintah daerah. Warisan kepemimpinan adalah 
institusi. 

Perspektif normatif 

Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'Desentralisasi: Seribu Laboratorium Kepemimpinan dan Institusi', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif ekonomi-politik 

Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'Desentralisasi: Seribu Laboratorium Kepemimpinan dan Institusi', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif manajemen 

Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 

Dalam konteks tema 'Desentralisasi: Seribu Laboratorium Kepemimpinan dan Institusi', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
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matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif risiko 

Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'Desentralisasi: Seribu Laboratorium Kepemimpinan dan Institusi', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 

Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 

Dalam konteks tema 'Desentralisasi: Seribu Laboratorium Kepemimpinan dan Institusi', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi Indonesia 

Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'Desentralisasi: Seribu Laboratorium Kepemimpinan dan Institusi', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 
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12. Partai Politik dan Rekrutmen Kepemimpinan 
Dilema institusi dan pemimpin tidak dapat dipisahkan dari partai politik karena partai adalah 
gerbang utama rekrutmen jabatan publik. Jika partai lemah secara institusional dan terlalu 
bergantung pada tokoh, pola personalisasi akan terbawa ke pemerintahan. Sebaliknya, partai 
dengan kaderisasi, aturan internal, pembiayaan transparan, dan mekanisme seleksi yang jelas 
lebih mungkin menghasilkan pemimpin yang memahami institusi. 

Partai yang terinstitusionalisasi mengurangi ketidakpastian suksesi. Karier politik tidak hanya 
ditentukan kedekatan personal, tetapi rekam jejak, kompetensi, dan dukungan organisasi. Ini 
penting bagi demokrasi karena kualitas kepemimpinan publik sangat bergantung pada sistem 
yang memproduksi kandidat. 

Masalah pembiayaan politik juga relevan. Biaya kontestasi yang tinggi dapat mendorong 
pemimpin terpilih bergantung pada jaringan donor dan patron. Ketika utang politik masuk ke 
pemerintahan, sistem merit, pengadaan, perizinan, dan BUMD/BUMN dapat menghadapi 
tekanan. Karena itu, penguatan institusi politik merupakan bagian dari penguatan institusi 
ekonomi. 

Pemimpin kuat yang lahir dari institusi partai lemah sering menghadapi godaan membangun 
kendaraan personal. Ini mungkin efektif secara elektoral dalam jangka pendek tetapi 
menghambat pelembagaan demokrasi. Sebaliknya, pemimpin yang memperkuat partai sebagai 
organisasi programatik membantu memperpanjang kompetisi berbasis gagasan. 

Indonesia membutuhkan hubungan yang lebih sehat antara leadership pipeline dan governance. 
Pendidikan politik, kaderisasi, transparansi pendanaan, demokrasi internal, serta etika konflik 
kepentingan harus dipandang sebagai investasi dalam kualitas negara. 

Perspektif normatif 

Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'Partai Politik dan Rekrutmen Kepemimpinan', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif ekonomi-politik 

Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
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membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'Partai Politik dan Rekrutmen Kepemimpinan', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif manajemen 

Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 

Dalam konteks tema 'Partai Politik dan Rekrutmen Kepemimpinan', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif risiko 

Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'Partai Politik dan Rekrutmen Kepemimpinan', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 

Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 
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Dalam konteks tema 'Partai Politik dan Rekrutmen Kepemimpinan', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi Indonesia 

Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'Partai Politik dan Rekrutmen Kepemimpinan', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

13. Birokrasi Profesional dan Netralitas ASN 
Birokrasi profesional adalah jembatan antara mandat politik dan kontinuitas negara. Pejabat 
politik datang dengan agenda yang sah, sementara birokrasi menyediakan memori, keahlian, dan 
kemampuan implementasi. Hubungan yang sehat membutuhkan batas yang jelas: politik 
menentukan tujuan dan prioritas; birokrasi memberi advice profesional dan melaksanakan 
secara legal. 

Netralitas ASN bukan berarti birokrasi tidak memahami politik. Aparatur harus sensitif terhadap 
mandat demokratis. Namun mereka tidak boleh menjadi alat partisan. Ketika karier bergantung 
pada dukungan politik, kapasitas memberi nasihat objektif menurun dan pergantian kekuasaan 
dapat diikuti purge administratif yang merusak memori organisasi. 

Pemimpin politik yang kuat justru membutuhkan birokrasi yang berani mengatakan tidak ketika 
kebijakan melanggar hukum atau tidak feasible. Hubungan yang terlalu patuh menghasilkan bad 
news filtering. Karena itu, budaya candor merupakan aset. Pemimpin harus membedakan 
resistensi karena kepentingan dari keberatan profesional berbasis bukti. 

Reformasi birokrasi modern bergerak dari rule-based bureaucracy menuju performance and 
problem-solving bureaucracy, tetapi transisi ini tidak berarti menghapus aturan. Sistem merit, 
integritas, data, dan akuntabilitas tetap menjadi fondasi. Fleksibilitas harus diberikan kepada 
orang yang kompeten dalam sistem yang dapat diaudit. 
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Keseimbangan ini penting bagi Indonesia menuju 2045. Negara memerlukan aparatur yang 
mampu bekerja lintas pemerintahan tanpa kehilangan sensitivitas terhadap agenda politik yang 
sah. 

Perspektif normatif 

Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'Birokrasi Profesional dan Netralitas ASN', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif ekonomi-politik 

Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'Birokrasi Profesional dan Netralitas ASN', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif manajemen 

Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 

Dalam konteks tema 'Birokrasi Profesional dan Netralitas ASN', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
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kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif risiko 

Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'Birokrasi Profesional dan Netralitas ASN', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 

Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 

Dalam konteks tema 'Birokrasi Profesional dan Netralitas ASN', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi Indonesia 

Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'Birokrasi Profesional dan Netralitas ASN', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 
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14. Kepemimpinan dalam Krisis: Kapan Sentralisasi Diperlukan? 
Krisis—bencana, pandemi, gejolak ekonomi, gangguan keamanan, atau kegagalan infrastruktur—
menciptakan kebutuhan koordinasi cepat. Dalam situasi tersebut, sentralisasi sementara dapat 
meningkatkan kecepatan keputusan dan mengurangi masalah koordinasi. Pemimpin memiliki 
peran menonjol dalam memberi arah, menyederhanakan prioritas, dan mengambil tanggung 
jawab. 

Namun emergency governance membawa risiko. Aturan darurat dapat bertahan setelah krisis, 
transparansi dapat menurun, pengadaan cepat dapat meningkatkan risiko penyimpangan, dan 
pembatasan partisipasi dapat menjadi kebiasaan. Karena itu, institusi perlu menyediakan sunset 
clauses, audit pascakrisis, dokumentasi keputusan, dan mekanisme pemulihan normalitas. 

Krisis yang dikelola baik justru dapat menjadi kesempatan memperkuat institusi. Pengalaman 
lapangan menghasilkan protokol baru, data lebih baik, cadangan strategis, sistem komando, dan 
jaringan kolaborasi. Pemimpin tidak hanya menyelesaikan krisis hari ini, tetapi membangun 
kemampuan untuk krisis berikutnya. 

Karakter kepemimpinan juga penting. Pemimpin harus bersedia mengubah keputusan ketika 
bukti berubah. Ketegasan bukan berarti keras kepala. Dalam krisis kompleks, uncertainty tinggi 
dan learning cepat. Institusi ilmiah, expert advisory, dan komunikasi risiko harus memiliki tempat 
yang jelas. 

Dengan demikian, strong leadership in crisis harus bersifat constitutional, temporary, evidence-
informed, dan institution-building. 

Perspektif normatif 

Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'Kepemimpinan dalam Krisis: Kapan Sentralisasi Diperlukan?', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif ekonomi-politik 

Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 
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Dalam konteks tema 'Kepemimpinan dalam Krisis: Kapan Sentralisasi Diperlukan?', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif manajemen 

Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 

Dalam konteks tema 'Kepemimpinan dalam Krisis: Kapan Sentralisasi Diperlukan?', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif risiko 

Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'Kepemimpinan dalam Krisis: Kapan Sentralisasi Diperlukan?', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 

Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 

Dalam konteks tema 'Kepemimpinan dalam Krisis: Kapan Sentralisasi Diperlukan?', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
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mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi Indonesia 

Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'Kepemimpinan dalam Krisis: Kapan Sentralisasi Diperlukan?', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

15. Digital Government dan AI: Memperkuat Institusi atau 

Memusatkan Kontrol? 
Digitalisasi pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada diskresi personal melalui 
standardisasi proses, jejak audit, interoperabilitas, dan pelayanan tanpa tatap muka. Ia dapat 
memperkuat institusi dengan membuat aturan lebih konsisten dan data lebih transparan. Namun 
teknologi juga dapat memperbesar sentralisasi apabila seluruh informasi dan keputusan 
terkonsentrasi tanpa mekanisme akuntabilitas. 

AI menambah kompleksitas karena keputusan administratif dapat dibantu atau dipengaruhi 
model yang sulit dipahami. Pertanyaan institusional baru muncul: siapa bertanggung jawab ketika 
algoritme salah, bagaimana bias diuji, bagaimana warga menggugat keputusan, siapa memiliki 
data, dan bagaimana keamanan dijaga? Pemimpin yang berorientasi inovasi perlu menghindari 
techno-solutionism. 

Prinsip utama adalah human accountability. Teknologi boleh mempercepat rekomendasi, 
mendeteksi fraud, atau memprioritaskan risiko, tetapi kewenangan publik harus tetap dapat 
dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Sistem AI pemerintahan harus tunduk pada governance, 
bukan sebaliknya. 

Digital government juga menuntut interoperabilitas. Jika setiap kementerian dan daerah 
membangun sistem tertutup, digitalisasi justru menciptakan silo baru. Pemimpin kuat 
dibutuhkan untuk memecah silo, tetapi arsitektur data harus ditetapkan sebagai standar 
institusional yang bertahan lintas pejabat. 
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Pada akhirnya, teknologi adalah pengungkit. Dalam institusi baik, ia meningkatkan transparansi 
dan kapasitas. Dalam institusi lemah, ia dapat mempercepat keputusan buruk dan memperbesar 
konsentrasi. 

Perspektif normatif 

Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'Digital Government dan AI: Memperkuat Institusi atau Memusatkan 
Kontrol?', prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana 
informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. 
Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata 
kelola yang matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga 
keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif ekonomi-politik 

Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'Digital Government dan AI: Memperkuat Institusi atau Memusatkan 
Kontrol?', prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana 
informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. 
Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata 
kelola yang matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga 
keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif manajemen 

Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 

Dalam konteks tema 'Digital Government dan AI: Memperkuat Institusi atau Memusatkan 
Kontrol?', prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana 
informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. 
Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata 
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kelola yang matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga 
keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif risiko 

Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'Digital Government dan AI: Memperkuat Institusi atau Memusatkan 
Kontrol?', prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana 
informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. 
Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata 
kelola yang matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga 
keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 

Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 

Dalam konteks tema 'Digital Government dan AI: Memperkuat Institusi atau Memusatkan 
Kontrol?', prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana 
informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. 
Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata 
kelola yang matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga 
keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi Indonesia 

Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'Digital Government dan AI: Memperkuat Institusi atau Memusatkan 
Kontrol?', prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana 
informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. 
Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata 
kelola yang matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga 
keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 
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16. Kebijakan Publik Berbasis Bukti dan Bahaya Policy by Personality 
Kebijakan publik yang terlalu bergantung pada preferensi pemimpin berisiko mengabaikan bukti, 
trade-off, dan pengalaman implementasi. Policy by personality muncul ketika prioritas berubah 
mengikuti perhatian figur, indikator dipilih untuk mendukung narasi, dan birokrasi menyesuaikan 
analisis terhadap keinginan atasan. 

Institusi berbasis bukti memerlukan unit analisis, data terbuka, evaluasi dampak, pilot, peer 
review, dan mekanisme penghentian program yang tidak efektif. Ini tidak berarti teknokrasi 
menggantikan politik. Nilai dan prioritas tetap diputuskan secara politik; bukti membantu menilai 
cara terbaik mencapainya dan biaya alternatifnya. 

Pemimpin yang kuat menggunakan evidence bukan hanya untuk membenarkan keputusan, tetapi 
untuk menguji keyakinannya sendiri. Ia meminta opsi, asumsi, skenario, dan indikator kegagalan. 
Budaya ini menghasilkan organisasi yang belajar. 

Di Indonesia, kebutuhan evidence-based policy semakin besar karena kebijakan lintas sektor 
memiliki dampak fiskal dan sosial yang besar. Integrasi data administratif, statistik resmi, riset 
perguruan tinggi, dan evaluasi independen harus menjadi bagian dari siklus kebijakan. 

Institusionalisasi evidence mengurangi volatilitas karena perubahan kebijakan dapat dijelaskan 
oleh perubahan data atau tujuan, bukan sekadar perubahan figur. 

Perspektif normatif 

Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'Kebijakan Publik Berbasis Bukti dan Bahaya Policy by Personality', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif ekonomi-politik 

Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'Kebijakan Publik Berbasis Bukti dan Bahaya Policy by Personality', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
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pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif manajemen 

Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 

Dalam konteks tema 'Kebijakan Publik Berbasis Bukti dan Bahaya Policy by Personality', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif risiko 

Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'Kebijakan Publik Berbasis Bukti dan Bahaya Policy by Personality', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 

Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 

Dalam konteks tema 'Kebijakan Publik Berbasis Bukti dan Bahaya Policy by Personality', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD  |  Institusi yang Kuat atau Pemimpin yang Kuat? Dilema Tata Kelola Indonesia 
 
 
 

Halaman 47 

matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi Indonesia 

Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'Kebijakan Publik Berbasis Bukti dan Bahaya Policy by Personality', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

17. Infrastruktur, Proyek Strategis, dan Tata Kelola Keputusan Besar 
Proyek infrastruktur sering menjadi simbol kepemimpinan karena terlihat, konkret, dan dapat 
dikaitkan dengan masa jabatan. Namun proyek besar juga menguji kualitas institusi: 
perencanaan, appraisal, pengadaan, pembebasan lahan, safeguards, pembiayaan, operasi, dan 
pemeliharaan. 

Pemimpin diperlukan untuk memecah bottleneck koordinasi, tetapi percepatan harus dibedakan 
dari bypass. Prosedur yang tidak relevan dapat disederhanakan; fungsi kontrol substantif tidak 
boleh dihapus. Public investment management yang baik memastikan proyek dipilih berdasarkan 
manfaat, bukan hanya visibilitas politik. 

Risiko terbesar adalah sunk-cost politics: setelah pemimpin mengasosiasikan identitasnya 
dengan proyek, organisasi sulit mengakui masalah. Institusi review independen dan stage-gate 
decision membantu menjaga rasionalitas. Kemampuan menghentikan atau mendesain ulang 
proyek yang tidak layak adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. 

Selain pembangunan, pemeliharaan merupakan ujian institusi. Pemimpin cenderung mendapat 
insentif politik dari peresmian, sementara maintenance kurang terlihat. Institusi anggaran harus 
melindungi siklus hidup aset agar pembangunan tidak berubah menjadi akumulasi aset yang 
cepat menurun kualitasnya. 

Dengan demikian, pembangunan fisik yang berkelanjutan memerlukan disiplin institusional yang 
melampaui siklus kepemimpinan. 

Perspektif normatif 

Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
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kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'Infrastruktur, Proyek Strategis, dan Tata Kelola Keputusan Besar', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif ekonomi-politik 

Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'Infrastruktur, Proyek Strategis, dan Tata Kelola Keputusan Besar', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif manajemen 

Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 

Dalam konteks tema 'Infrastruktur, Proyek Strategis, dan Tata Kelola Keputusan Besar', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif risiko 
Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
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ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'Infrastruktur, Proyek Strategis, dan Tata Kelola Keputusan Besar', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 

Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 

Dalam konteks tema 'Infrastruktur, Proyek Strategis, dan Tata Kelola Keputusan Besar', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi Indonesia 

Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'Infrastruktur, Proyek Strategis, dan Tata Kelola Keputusan Besar', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

18. BUMN/BUMD, Kepemilikan Negara, dan Profesionalisme 
Perusahaan milik negara berada di persimpangan antara tujuan komersial, pelayanan publik, dan 
politik. Pemimpin yang kuat dapat menggunakan BUMN/BUMD sebagai instrumen strategis, 
tetapi tanpa governance yang jelas, penugasan dapat mengaburkan akuntabilitas dan membuka 
ruang patronase. 
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Institusi yang kuat membutuhkan pemisahan peran negara sebagai pemilik, regulator, pembuat 
kebijakan, dan pelanggan. Dewan dan manajemen harus dipilih berdasarkan kompetensi, target 
harus transparan, serta penugasan publik harus dihitung dan dikompensasi dengan jelas. 

Kepemimpinan perusahaan juga penting. Profesional hebat dapat mentransformasi organisasi, 
tetapi sustainability memerlukan board governance, succession planning, risk management, dan 
internal control. Ketergantungan pada CEO heroik adalah versi korporat dari strongman 
governance. 

BUMN/BUMD dapat menjadi sekolah kepemimpinan nasional bila sistem merit dan 
profesionalisme dijaga. Sebaliknya, jika posisi menjadi reward politik, kualitas institusi negara 
ikut menurun karena perusahaan besar mengelola aset publik dan memengaruhi pasar. 

Karena itu, governance BUMN/BUMD merupakan laboratorium hubungan antara leadership, 
ownership, accountability, dan public value. 

Perspektif normatif 

Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'BUMN/BUMD, Kepemilikan Negara, dan Profesionalisme', prinsip tersebut 
menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa 
yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini 
mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang 
menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak 
bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif ekonomi-politik 

Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'BUMN/BUMD, Kepemilikan Negara, dan Profesionalisme', prinsip tersebut 
menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa 
yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini 
mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang 
menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak 
bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 
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Perspektif manajemen 
Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 

Dalam konteks tema 'BUMN/BUMD, Kepemilikan Negara, dan Profesionalisme', prinsip tersebut 
menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa 
yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini 
mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang 
menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak 
bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif risiko 

Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'BUMN/BUMD, Kepemilikan Negara, dan Profesionalisme', prinsip tersebut 
menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa 
yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini 
mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang 
menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak 
bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 
Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 

Dalam konteks tema 'BUMN/BUMD, Kepemilikan Negara, dan Profesionalisme', prinsip tersebut 
menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa 
yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini 
mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang 
menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak 
bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD  |  Institusi yang Kuat atau Pemimpin yang Kuat? Dilema Tata Kelola Indonesia 
 
 
 

Halaman 52 

Implikasi bagi Indonesia 
Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'BUMN/BUMD, Kepemilikan Negara, dan Profesionalisme', prinsip tersebut 
menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa 
yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini 
mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang 
menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak 
bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

19. Hukum, Kepastian, dan Independensi Institusi 
Kepastian hukum adalah salah satu bentuk institusi yang paling penting. Warga dan pelaku 
ekonomi harus dapat memperkirakan bagaimana aturan diterapkan. Pemimpin yang kuat dapat 
mempercepat penegakan, tetapi jika penegakan bergantung pada preferensi personal, kepastian 
justru rendah. 

Independensi institusi hukum tidak berarti isolasi dari akuntabilitas. Lembaga penegak hukum, 
pengadilan, dan regulator memerlukan mekanisme pengawasan, standar etika, transparansi, dan 
evaluasi. Tujuannya adalah autonomy with accountability. 

Pemimpin politik yang menghormati independensi hukum mengirimkan sinyal bahwa kekuasaan 
tunduk pada aturan. Sinyal ini meningkatkan kredibilitas negara lebih jauh daripada retorika 
ketegasan. Sebaliknya, selective enforcement menggerus rule of law karena warga belajar bahwa 
hasil tergantung aktor. 

Reformasi hukum juga memerlukan kemampuan administrasi: manajemen perkara, data, 
sumber daya manusia, bantuan hukum, dan akses. Rule of law tidak hanya dibangun melalui 
undang-undang, tetapi melalui kualitas organisasi yang menerapkannya. 

Dalam pembangunan, hukum yang kredibel menurunkan biaya transaksi, melindungi hak, dan 
memungkinkan inovasi. 

Perspektif normatif 

Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'Hukum, Kepastian, dan Independensi Institusi', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
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mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif ekonomi-politik 

Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'Hukum, Kepastian, dan Independensi Institusi', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif manajemen 

Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 

Dalam konteks tema 'Hukum, Kepastian, dan Independensi Institusi', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif risiko 

Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'Hukum, Kepastian, dan Independensi Institusi', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
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kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 

Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 

Dalam konteks tema 'Hukum, Kepastian, dan Independensi Institusi', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi Indonesia 

Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'Hukum, Kepastian, dan Independensi Institusi', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

20. Media, Masyarakat Sipil, dan Ruang Kritik 
Institusi demokratis tidak hanya berada di dalam negara. Media, universitas, organisasi profesi, 
LSM, komunitas, dan warga menyediakan informasi, pengawasan, dan alternatif kebijakan. 
Pemimpin yang kuat dapat melihat ekosistem ini sebagai gangguan, tetapi dalam jangka panjang 
ruang kritik meningkatkan kualitas keputusan. 

Kritik berfungsi sebagai early warning. Banyak kegagalan kebijakan besar sebenarnya didahului 
sinyal yang tidak didengar. Ketika lingkungan politik menghukum pembawa kabar buruk, 
organisasi kehilangan kemampuan adaptasi. Institusi yang sehat melindungi whistleblowing, 
kebebasan akademik, dan jurnalisme yang bertanggung jawab. 

Masyarakat sipil juga tidak selalu benar dan dapat memiliki kepentingan. Karena itu, partisipasi 
harus diinstitusionalisasi melalui disclosure, konsultasi yang transparan, rules of engagement, 
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dan mekanisme verifikasi. Tujuannya bukan menyerahkan keputusan kepada kelompok paling 
vokal, tetapi memperluas informasi dan legitimasi. 

Pemimpin yang mampu berdialog dengan kritik menunjukkan institutional confidence. Ia 
membedakan oposisi politik dari input substantif dan tidak menyamakan disagreement dengan 
disloyalty. 

Ruang publik yang sehat membuat institusi lebih kuat karena kebijakan terus diuji melalui 
argumen, data, dan pengalaman warga. 

Perspektif normatif 

Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'Media, Masyarakat Sipil, dan Ruang Kritik', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif ekonomi-politik 

Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'Media, Masyarakat Sipil, dan Ruang Kritik', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif manajemen 

Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD  |  Institusi yang Kuat atau Pemimpin yang Kuat? Dilema Tata Kelola Indonesia 
 
 
 

Halaman 56 

Dalam konteks tema 'Media, Masyarakat Sipil, dan Ruang Kritik', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif risiko 

Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'Media, Masyarakat Sipil, dan Ruang Kritik', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 

Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 

Dalam konteks tema 'Media, Masyarakat Sipil, dan Ruang Kritik', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi Indonesia 

Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'Media, Masyarakat Sipil, dan Ruang Kritik', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
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mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

21. Political Settlements: Institusi Formal dan Kesepakatan 

Kekuasaan 
Institusi formal tidak bekerja di ruang hampa. Di balik aturan terdapat distribusi kekuasaan 
antarelite, kelompok ekonomi, birokrasi, daerah, dan masyarakat. Political settlements 
menekankan bahwa keberlanjutan institusi bergantung pada kesesuaian antara aturan dan 
keseimbangan kekuasaan. 

Pemimpin reformis dapat mengubah aturan, tetapi jika kelompok kuat memiliki kapasitas 
menghindari atau melemahkannya, reformasi menjadi dekoratif. Karena itu, perubahan 
membutuhkan koalisi. Kepemimpinan adalah kemampuan membangun koalisi cukup luas untuk 
mendukung aturan baru. 

Namun koalisi reformasi dapat berubah menjadi pembagian rente bila tidak dibatasi. Inilah 
dilema: pemimpin membutuhkan dukungan politik, tetapi dukungan tidak boleh dibeli dengan 
pengorbanan institusi. Transparansi, batas konflik kepentingan, pembiayaan politik, dan aturan 
pengadaan membantu menjaga garis tersebut. 

Reformasi yang realistis memahami sequence. Tidak semua perubahan dapat dilakukan 
sekaligus. Tetapi gradualism tidak boleh menjadi alasan mempertahankan ketidakadilan. Strategi 
harus memilih titik ungkit yang menciptakan feedback positif bagi institusi. 

Bagi Indonesia, pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa reformasi birokrasi, hukum, 
dan ekonomi harus mempertimbangkan konfigurasi kepentingan, bukan hanya desain 
teknokratis. 

Perspektif normatif 

Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'Political Settlements: Institusi Formal dan Kesepakatan Kekuasaan', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 
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Perspektif ekonomi-politik 
Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'Political Settlements: Institusi Formal dan Kesepakatan Kekuasaan', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif manajemen 

Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 

Dalam konteks tema 'Political Settlements: Institusi Formal dan Kesepakatan Kekuasaan', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif risiko 
Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'Political Settlements: Institusi Formal dan Kesepakatan Kekuasaan', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 
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Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 
Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 

Dalam konteks tema 'Political Settlements: Institusi Formal dan Kesepakatan Kekuasaan', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi Indonesia 

Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'Political Settlements: Institusi Formal dan Kesepakatan Kekuasaan', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

22. Budaya Organisasi: Aturan Tertulis Tidak Pernah Cukup 
Institusi hidup melalui budaya. Dua organisasi dengan regulasi sama dapat menghasilkan kinerja 
berbeda karena norma mengenai pelayanan, kejujuran, risiko, dan komunikasi berbeda. Budaya 
menentukan apa yang dilakukan ketika aturan tidak memberi jawaban. 

Pemimpin memiliki pengaruh besar terhadap budaya melalui apa yang mereka perhatikan, beri 
penghargaan, dan toleransi. Jika pemimpin bicara integritas tetapi mempromosikan loyalis yang 
berkinerja buruk, organisasi belajar bahwa pesan formal tidak penting. Sebaliknya, keputusan 
personal yang konsisten dengan nilai dapat mempercepat perubahan norma. 

Namun budaya tidak boleh bergantung pada teladan satu orang. Nilai harus diintegrasikan ke 
rekrutmen, onboarding, evaluasi, promosi, pelatihan, dan disciplinary process. Dengan cara ini, 
culture becomes system. 
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Budaya belajar juga penting. Organisasi publik sering menghukum kesalahan sehingga pegawai 
menyembunyikan masalah. Perlu dibedakan antara misconduct dan intelligent failure. Tanpa 
psychological safety, inovasi yang diminta pemimpin hanya menjadi slogan. 

Institusi kuat memiliki budaya yang memungkinkan kejujuran ke atas, kolaborasi horizontal, dan 
pelayanan ke luar. 

Perspektif normatif 

Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'Budaya Organisasi: Aturan Tertulis Tidak Pernah Cukup', prinsip tersebut 
menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa 
yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini 
mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang 
menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak 
bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif ekonomi-politik 

Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'Budaya Organisasi: Aturan Tertulis Tidak Pernah Cukup', prinsip tersebut 
menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa 
yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini 
mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang 
menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak 
bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif manajemen 

Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 

Dalam konteks tema 'Budaya Organisasi: Aturan Tertulis Tidak Pernah Cukup', prinsip tersebut 
menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa 
yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini 
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mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang 
menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak 
bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif risiko 

Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'Budaya Organisasi: Aturan Tertulis Tidak Pernah Cukup', prinsip tersebut 
menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa 
yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini 
mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang 
menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak 
bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 

Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 

Dalam konteks tema 'Budaya Organisasi: Aturan Tertulis Tidak Pernah Cukup', prinsip tersebut 
menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa 
yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini 
mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang 
menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak 
bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi Indonesia 

Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'Budaya Organisasi: Aturan Tertulis Tidak Pernah Cukup', prinsip tersebut 
menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa 
yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini 
mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang 
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menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak 
bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

23. Suksesi: Ujian Paling Jujur bagi Kepemimpinan 
Suksesi adalah stress test institusi. Selama pemimpin yang sukses masih menjabat, sulit 
mengetahui apakah kinerja berasal dari sistem atau figur. Setelah pergantian, perbedaan menjadi 
terlihat. Jika proses tetap berjalan, kualitas terjaga, dan organisasi mampu beradaptasi dengan 
prioritas baru, institusi dapat dianggap kuat. 

Pemimpin sering memiliki insentif untuk tidak menyiapkan penerus kuat karena khawatir 
menciptakan pesaing. Dalam organisasi publik, pola ini merusak kapasitas jangka panjang. 
Institutional leadership justru mengembangkan pipeline, mendistribusikan pengetahuan, dan 
membangun tim yang mampu mengambil alih. 

Suksesi juga membutuhkan dokumentasi. Banyak organisasi kehilangan institutional memory 
karena keputusan penting tersimpan di kepala individu. Knowledge management, arsip digital, 
standard operating procedures, dan komunitas praktik membantu mengurangi risiko. 

Secara politik, suksesi demokratis membutuhkan acceptance of loss. Institusi menjadi kuat 
ketika pergantian kekuasaan tidak dipandang sebagai ancaman eksistensial. Pejabat percaya hak 
dan proses mereka dilindungi, sementara pemenang tidak perlu menghancurkan organisasi lama 
untuk dapat memerintah. 

Dengan demikian, warisan terbesar seorang pemimpin adalah kemampuan institusi untuk terus 
melayani setelah ia pergi. 

Perspektif normatif 

Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'Suksesi: Ujian Paling Jujur bagi Kepemimpinan', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif ekonomi-politik 

Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
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membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'Suksesi: Ujian Paling Jujur bagi Kepemimpinan', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif manajemen 

Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 

Dalam konteks tema 'Suksesi: Ujian Paling Jujur bagi Kepemimpinan', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif risiko 

Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'Suksesi: Ujian Paling Jujur bagi Kepemimpinan', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 

Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 
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Dalam konteks tema 'Suksesi: Ujian Paling Jujur bagi Kepemimpinan', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi Indonesia 

Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'Suksesi: Ujian Paling Jujur bagi Kepemimpinan', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

24. Pengukuran: Bagaimana Menilai Apakah Institusi Benar-Benar 

Menguat? 
Reformasi sering diukur dari output administratif: jumlah regulasi, sistem digital, pelatihan, 
aplikasi, atau unit baru. Indikator tersebut berguna tetapi tidak cukup. Institusi menguat apabila 
perilaku berubah dan hasil menjadi lebih konsisten. 

Indikator dapat mencakup waktu layanan, variasi antardaerah, tingkat kepatuhan, kualitas 
pengadaan, mobilitas berbasis merit, stabilitas kebijakan, keberhasilan audit tindak lanjut, 
kualitas data, dan kepuasan warga. Ukuran juga harus melihat robustness: apakah kinerja tetap 
baik ketika terjadi tekanan atau pergantian pemimpin? 

Survey integritas, employee engagement, user experience, dan trust dapat menjadi indikator 
tambahan. Namun indeks tidak boleh menjadi tujuan. Goodhart's law mengingatkan bahwa 
ketika ukuran menjadi target, ia dapat kehilangan nilai sebagai ukuran. 

Evaluasi institusi sebaiknya menggabungkan data kuantitatif dan diagnosis kualitatif. Proses 
politik dan budaya sulit ditangkap angka. Case study, process tracing, dan audit organisasi dapat 
membantu memahami mengapa indikator bergerak. 

Pemimpin yang serius pada institusi bersedia dinilai pada aspek yang mungkin tidak 
menghasilkan pujian segera: kualitas sistem, suksesi, dan kemampuan koreksi. 
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Perspektif normatif 
Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'Pengukuran: Bagaimana Menilai Apakah Institusi Benar-Benar Menguat?', 
prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif ekonomi-politik 

Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'Pengukuran: Bagaimana Menilai Apakah Institusi Benar-Benar Menguat?', 
prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif manajemen 
Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 

Dalam konteks tema 'Pengukuran: Bagaimana Menilai Apakah Institusi Benar-Benar Menguat?', 
prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 
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Perspektif risiko 
Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'Pengukuran: Bagaimana Menilai Apakah Institusi Benar-Benar Menguat?', 
prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 

Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 

Dalam konteks tema 'Pengukuran: Bagaimana Menilai Apakah Institusi Benar-Benar Menguat?', 
prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi Indonesia 
Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'Pengukuran: Bagaimana Menilai Apakah Institusi Benar-Benar Menguat?', 
prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 
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25. Dari Government Effectiveness menuju Public Value 
Efektivitas pemerintah penting, tetapi efektivitas harus ditautkan pada public value. Pemerintah 
dapat sangat efisien melakukan sesuatu yang tidak prioritas. Karena itu, institusi perlu 
memastikan bahwa tujuan ditentukan secara legitimate dan hasil dinilai dari manfaat bagi 
masyarakat. 

Public value memperluas ukuran dari output menuju kepercayaan, keadilan, akses, dan 
keberlanjutan. Pemimpin kuat cenderung menyukai indikator konkret, tetapi institusi harus 
menjaga nilai yang kurang mudah diukur seperti fairness dan dignity. 

Tata kelola modern juga bersifat networked. Pemerintah tidak bekerja sendiri; bisnis, universitas, 
komunitas, dan organisasi sosial terlibat dalam produksi layanan. Pemimpin perlu menjadi 
orchestrator, sementara institusi menyediakan aturan kolaborasi dan akuntabilitas. 

Pendekatan public value membantu menghindari dua ekstrem: birokrasi prosedural yang lupa 
hasil dan managerialism yang mengejar angka tanpa legitimasi. Keduanya perlu diseimbangkan. 

Bagi Indonesia, orientasi ini relevan untuk transformasi pelayanan publik yang semakin human-
based dan life-event oriented. 

Perspektif normatif 
Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'Dari Government Effectiveness menuju Public Value', prinsip tersebut 
menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa 
yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini 
mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang 
menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak 
bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif ekonomi-politik 

Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'Dari Government Effectiveness menuju Public Value', prinsip tersebut 
menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa 
yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini 
mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang 
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menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak 
bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif manajemen 

Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 

Dalam konteks tema 'Dari Government Effectiveness menuju Public Value', prinsip tersebut 
menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa 
yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini 
mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang 
menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak 
bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif risiko 

Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'Dari Government Effectiveness menuju Public Value', prinsip tersebut 
menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa 
yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini 
mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang 
menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak 
bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 

Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 

Dalam konteks tema 'Dari Government Effectiveness menuju Public Value', prinsip tersebut 
menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa 
yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini 
mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang 
menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak 
bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 
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Implikasi bagi Indonesia 
Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'Dari Government Effectiveness menuju Public Value', prinsip tersebut 
menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa 
yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini 
mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang 
menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak 
bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

26. Reformasi Regulasi: Dari Banyak Aturan menuju Aturan yang 

Dapat Dipercaya 
Banyaknya regulasi tidak otomatis menandakan institusi kuat. Overregulation dapat 
meningkatkan biaya transaksi dan menciptakan ruang diskresi. Reformasi regulasi harus 
meningkatkan kualitas: tujuan jelas, evidence, konsultasi, konsistensi, implementability, dan 
evaluasi pascapenerapan. 

Pemimpin kuat sering menggunakan deregulasi sebagai simbol kecepatan. Deregulasi memang 
dapat diperlukan, tetapi harus dibedakan antara menghapus aturan buruk dan menghapus 
safeguard penting. Regulatory impact assessment membantu menjaga keseimbangan. 

Koherensi antaraturan juga penting dalam negara besar. Tumpang tindih pusat-daerah atau antar 
kementerian menciptakan forum shopping dan ketidakpastian. Digital regulatory registry dan 
harmonisasi dapat memperkuat institusi. 

Regulasi yang baik juga memerlukan regulator kompeten. Independence, expertise, disclosure, 
dan conflict-of-interest rules perlu dijaga terutama di sektor jaringan dan teknologi. 

Tujuan akhir adalah regulatory trust: pelaku mematuhi bukan hanya karena takut sanksi, tetapi 
karena aturan dianggap rasional dan adil. 

Perspektif normatif 

Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'Reformasi Regulasi: Dari Banyak Aturan menuju Aturan yang Dapat 
Dipercaya', prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana 
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informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. 
Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata 
kelola yang matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga 
keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif ekonomi-politik 

Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'Reformasi Regulasi: Dari Banyak Aturan menuju Aturan yang Dapat 
Dipercaya', prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana 
informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. 
Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata 
kelola yang matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga 
keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif manajemen 

Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 

Dalam konteks tema 'Reformasi Regulasi: Dari Banyak Aturan menuju Aturan yang Dapat 
Dipercaya', prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana 
informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. 
Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata 
kelola yang matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga 
keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif risiko 

Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'Reformasi Regulasi: Dari Banyak Aturan menuju Aturan yang Dapat 
Dipercaya', prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana 
informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. 
Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata 
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kelola yang matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga 
keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 

Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 

Dalam konteks tema 'Reformasi Regulasi: Dari Banyak Aturan menuju Aturan yang Dapat 
Dipercaya', prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana 
informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. 
Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata 
kelola yang matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga 
keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi Indonesia 

Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'Reformasi Regulasi: Dari Banyak Aturan menuju Aturan yang Dapat 
Dipercaya', prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana 
informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. 
Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata 
kelola yang matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga 
keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

27. Anggaran Publik: Politik Prioritas dan Institusi Disiplin Fiskal 
Anggaran adalah tempat visi pemimpin bertemu institusi. Setiap agenda membutuhkan 
pembiayaan, tetapi sumber daya terbatas. Pemimpin harus memilih prioritas, sementara institusi 
fiskal memastikan pilihan tidak merusak keberlanjutan dan dapat diaudit. 

Medium-term expenditure frameworks, spending review, evaluasi program, dan aturan 
pengadaan merupakan contoh mekanisme yang mengubah preferensi politik menjadi kebijakan 
fiskal yang disiplin. Tanpa institusi ini, anggaran rentan terhadap proyek ad hoc dan fragmentasi. 

Pemimpin kuat dapat menggunakan anggaran untuk mempercepat perubahan, tetapi ia juga 
harus berani menghentikan program rendah manfaat. Political commitment to evaluation 
merupakan bentuk kepemimpinan yang jarang terlihat tetapi penting. 
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Transparansi anggaran meningkatkan kepercayaan dan mengurangi ruang rent seeking. Namun 
transparansi memerlukan data yang dapat dipahami, bukan sekadar dokumen formal. 

Institusi fiskal yang kuat memungkinkan agenda politik besar dijalankan secara berkelanjutan 
lintas siklus. 

Perspektif normatif 

Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'Anggaran Publik: Politik Prioritas dan Institusi Disiplin Fiskal', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif ekonomi-politik 

Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'Anggaran Publik: Politik Prioritas dan Institusi Disiplin Fiskal', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif manajemen 

Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 

Dalam konteks tema 'Anggaran Publik: Politik Prioritas dan Institusi Disiplin Fiskal', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
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matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif risiko 

Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'Anggaran Publik: Politik Prioritas dan Institusi Disiplin Fiskal', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 

Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 

Dalam konteks tema 'Anggaran Publik: Politik Prioritas dan Institusi Disiplin Fiskal', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi Indonesia 

Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'Anggaran Publik: Politik Prioritas dan Institusi Disiplin Fiskal', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 
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28. Kepemimpinan Etis dan Integritas Institusional 
Kepemimpinan etis dimulai dari konsistensi antara nilai dan tindakan. Tetapi integritas negara 
tidak boleh bergantung pada karakter pemimpin. Sistem harus mengantisipasi kemungkinan 
pemimpin yang kurang baik. Itulah fungsi rule of law dan checks and balances. 

Pemimpin etis memperkuat institusi dengan membatasi dirinya sendiri: deklarasi konflik 
kepentingan, transparansi keputusan, kepatuhan pengadaan, perlindungan pengawasan, dan 
keterbukaan terhadap audit. Self-binding meningkatkan kredibilitas. 

Integritas institusional juga memerlukan collective standards. Kode etik, unit compliance, 
whistleblower protection, rotasi berbasis risiko, dan data analitik dapat mengurangi kesempatan 
penyimpangan. Moralitas dan desain berjalan bersama. 

Salah satu ujian penting adalah bagaimana pemimpin memperlakukan sekutu. Penegakan aturan 
yang hanya keras terhadap lawan tetapi lunak terhadap pendukung akan merusak institusi. 
Impartiality adalah inti legitimasi. 

Karena itu, pemimpin kuat yang etis adalah pemimpin yang menerima bahwa sebagian kekuasaan 
harus dibatasi agar institusi dapat dipercaya. 

Perspektif normatif 
Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'Kepemimpinan Etis dan Integritas Institusional', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif ekonomi-politik 

Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'Kepemimpinan Etis dan Integritas Institusional', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
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kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif manajemen 

Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 

Dalam konteks tema 'Kepemimpinan Etis dan Integritas Institusional', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif risiko 

Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'Kepemimpinan Etis dan Integritas Institusional', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 

Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 

Dalam konteks tema 'Kepemimpinan Etis dan Integritas Institusional', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 
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Implikasi bagi Indonesia 
Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'Kepemimpinan Etis dan Integritas Institusional', prinsip tersebut menuntut 
perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat 
mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah 
analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan 
kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada 
kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

29. Kepemimpinan Adaptif: Mengelola Masalah yang Tidak Memiliki 

Jawaban Sederhana 
Banyak tantangan Indonesia merupakan adaptive problems: perubahan iklim, transformasi 
digital, ketimpangan, reformasi pendidikan, urbanisasi, dan produktivitas. Masalah ini tidak dapat 
diselesaikan hanya dengan instruksi atau solusi teknis karena menyangkut nilai, perilaku, dan 
distribusi kepentingan. 

Kepemimpinan adaptif menuntut kemampuan menciptakan ruang eksperimen, belajar, dan 
negosiasi. Pemimpin tidak harus mengetahui semua jawaban; ia harus mampu memobilisasi 
sistem untuk belajar. Ini berbeda dari model strong leader yang diasumsikan serba tahu. 

Institusi yang adaptif menyediakan sandbox, pilot, mekanisme feedback, dan authority yang 
terdistribusi. Namun adaptasi tetap membutuhkan guardrails agar eksperimen tidak 
mengorbankan hak atau keadilan. 

Dalam konteks AI dan ekonomi hijau, kemampuan belajar cepat menjadi sumber daya strategis 
negara. Regulasi harus cukup fleksibel untuk inovasi tetapi cukup kuat untuk melindungi publik. 

Pemimpin adaptif membangun kapasitas belajar kolektif—salah satu ciri institusi kuat. 

Perspektif normatif 

Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'Kepemimpinan Adaptif: Mengelola Masalah yang Tidak Memiliki Jawaban 
Sederhana', prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, 
bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil 
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dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal 
pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur 
organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar 
biasa setiap periode. 

Perspektif ekonomi-politik 

Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'Kepemimpinan Adaptif: Mengelola Masalah yang Tidak Memiliki Jawaban 
Sederhana', prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, 
bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil 
dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal 
pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur 
organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar 
biasa setiap periode. 

Perspektif manajemen 

Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 

Dalam konteks tema 'Kepemimpinan Adaptif: Mengelola Masalah yang Tidak Memiliki Jawaban 
Sederhana', prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, 
bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil 
dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal 
pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur 
organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar 
biasa setiap periode. 

Perspektif risiko 

Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'Kepemimpinan Adaptif: Mengelola Masalah yang Tidak Memiliki Jawaban 
Sederhana', prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD  |  Institusi yang Kuat atau Pemimpin yang Kuat? Dilema Tata Kelola Indonesia 
 
 
 

Halaman 78 

bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil 
dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal 
pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur 
organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar 
biasa setiap periode. 

Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 

Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 

Dalam konteks tema 'Kepemimpinan Adaptif: Mengelola Masalah yang Tidak Memiliki Jawaban 
Sederhana', prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, 
bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil 
dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal 
pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur 
organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar 
biasa setiap periode. 

Implikasi bagi Indonesia 

Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'Kepemimpinan Adaptif: Mengelola Masalah yang Tidak Memiliki Jawaban 
Sederhana', prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, 
bagaimana informasi mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil 
dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal 
pemimpin. Tata kelola yang matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur 
organisasi, sehingga keberhasilan tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar 
biasa setiap periode. 

30. Skenario Indonesia 2045: Empat Kombinasi Institusi dan 

Kepemimpinan 
Untuk melihat implikasi jangka panjang, hubungan institusi dan kepemimpinan dapat 
dibayangkan dalam matriks dua dimensi. Kombinasi pertama adalah pemimpin kuat dan institusi 
kuat. Ini kondisi ideal: keputusan memiliki arah, implementasi berkapasitas, dan kekuasaan 
dapat dikoreksi. Reformasi dapat bergerak cepat sekaligus berkelanjutan. 
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Kombinasi kedua adalah pemimpin kuat dan institusi lemah. Negara dapat menghasilkan 
pencapaian spektakuler tetapi sangat bergantung pada figur. Risiko suksesi, patronase, selective 
enforcement, dan volatilitas tinggi. Pertumbuhan mungkin terjadi, tetapi kualitas jangka panjang 
rentan. 

Kombinasi ketiga adalah pemimpin lemah dan institusi kuat. Negara tetap dapat memberikan 
layanan karena sistem profesional, tetapi reformasi besar mungkin lambat dan koordinasi sulit. 
Risiko utamanya adalah inertia. Solusinya bukan melemahkan institusi, melainkan memperbaiki 
kualitas kepemimpinan. 

Kombinasi keempat adalah pemimpin lemah dan institusi lemah. Ini kondisi paling berbahaya: 
kebijakan mudah ditangkap kepentingan, layanan tidak konsisten, korupsi tinggi, dan 
kepercayaan rendah. 

Agenda Indonesia 2045 harus secara sadar bergerak menuju kuadran pertama. Pembangunan 
kepemimpinan dan pembangunan institusi harus dirancang sebagai strategi yang saling 
memperkuat. 

Perspektif normatif 
Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'Skenario Indonesia 2045: Empat Kombinasi Institusi dan Kepemimpinan', 
prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif ekonomi-politik 

Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'Skenario Indonesia 2045: Empat Kombinasi Institusi dan Kepemimpinan', 
prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 
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Perspektif manajemen 
Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 

Dalam konteks tema 'Skenario Indonesia 2045: Empat Kombinasi Institusi dan Kepemimpinan', 
prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif risiko 

Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'Skenario Indonesia 2045: Empat Kombinasi Institusi dan Kepemimpinan', 
prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 
Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 

Dalam konteks tema 'Skenario Indonesia 2045: Empat Kombinasi Institusi dan Kepemimpinan', 
prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 
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Implikasi bagi Indonesia 
Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'Skenario Indonesia 2045: Empat Kombinasi Institusi dan Kepemimpinan', 
prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

31. Agenda Reformasi: Dari Strong Leader menuju Institutional 

Leadership 
Langkah pertama adalah memperkuat sistem merit dan manajemen talenta. Setiap tingkat 
pemerintahan membutuhkan pipeline pemimpin profesional yang dipilih berdasarkan 
kompetensi, integritas, dan kinerja. Pendidikan kepemimpinan harus menekankan kemampuan 
bekerja dalam institusi, bukan sekadar command and control. 

Langkah kedua adalah memperkuat akuntabilitas berbasis outcome. Pemimpin harus dinilai atas 
hasil dan kualitas institusi yang dibangun. Kontrak kinerja perlu mencakup perbaikan sistem, 
kolaborasi, pengembangan SDM, dan keberlanjutan kebijakan. 

Langkah ketiga adalah memperkuat data dan evaluasi. Kebijakan besar harus memiliki theory of 
change, baseline, indikator, mekanisme review, dan ruang koreksi. Data harus interoperabel dan 
dapat digunakan lintas instansi. 

Langkah keempat adalah meningkatkan kualitas checks and balances. Pengawasan harus cepat, 
profesional, berbasis risiko, dan tidak mudah dipolitisasi. Independensi harus diimbangi 
akuntabilitas. 

Langkah kelima adalah menata hubungan politik-birokrasi. Pejabat politik harus memiliki ruang 
menentukan prioritas, sementara birokrasi dilindungi untuk memberi advice profesional dan 
menjalankan kebijakan secara legal. 

Langkah keenam adalah memperkuat institusi partai dan pembiayaan politik agar rekrutmen 
kepemimpinan lebih programatik dan tekanan patronase terhadap pemerintahan berkurang. 

Langkah ketujuh adalah membangun institutional memory melalui knowledge management, 
dokumentasi, arsip digital, dan komunitas praktik. 
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Langkah kedelapan adalah menjadikan digital government dan AI sebagai pengungkit 
transparency by design, bukan alat sentralisasi. Audit algoritme, explainability, data governance, 
dan hak warga harus diinstitusionalisasi. 

Langkah kesembilan adalah menciptakan budaya kritik dan learning. Pemerintah perlu reward 
bagi pegawai yang mengidentifikasi risiko, bukan hanya yang menyampaikan kabar baik. 

Langkah kesepuluh adalah mengukur legacy kepemimpinan dari kemampuan sistem bertahan 
setelah suksesi. Ini mengubah insentif dari personal branding menuju institution building. 

Perspektif normatif 

Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'Agenda Reformasi: Dari Strong Leader menuju Institutional Leadership', 
prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif ekonomi-politik 

Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'Agenda Reformasi: Dari Strong Leader menuju Institutional Leadership', 
prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif manajemen 

Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 
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Dalam konteks tema 'Agenda Reformasi: Dari Strong Leader menuju Institutional Leadership', 
prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif risiko 

Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'Agenda Reformasi: Dari Strong Leader menuju Institutional Leadership', 
prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 

Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 

Dalam konteks tema 'Agenda Reformasi: Dari Strong Leader menuju Institutional Leadership', 
prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi Indonesia 

Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'Agenda Reformasi: Dari Strong Leader menuju Institutional Leadership', 
prinsip tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
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mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

32. Penutup: Pemimpin Terbaik Meninggalkan Institusi yang Lebih 

Kuat 
Dilema antara institusi yang kuat dan pemimpin yang kuat pada akhirnya bukan dilema pilihan, 
melainkan dilema desain. Negara modern membutuhkan kepemimpinan yang mampu bertindak, 
tetapi juga institusi yang mampu membatasi, mengoreksi, dan meneruskan. Keduanya harus 
ditempatkan dalam hubungan yang produktif. 

Pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa figur dapat mempercepat perubahan, tetapi 
institusi menentukan apakah perubahan bertahan. Pemimpin dapat menciptakan momentum; 
institusi mengubah momentum menjadi kapasitas. Pemimpin dapat menetapkan arah; institusi 
memastikan perjalanan tidak bergantung pada satu pengemudi. 

Bagi Indonesia, agenda menuju 2045 memerlukan transformasi dari budaya pemerintahan 
berbasis figur menuju pemerintahan berbasis kapasitas kolektif. Ini tidak berarti menghilangkan 
peran pemimpin. Sebaliknya, standar kepemimpinan harus dinaikkan: pemimpin bukan hanya 
pembuat keputusan, tetapi arsitek institusi. 

Pemimpin yang benar-benar kuat tidak takut pada institusi yang independen, birokrasi 
profesional, data yang objektif, kritik publik, atau mekanisme koreksi. Ia memahami bahwa 
semua itu memperbesar kemampuan negara menghasilkan kebijakan yang kredibel. Kekuatan 
yang paling berkelanjutan bukan kekuasaan untuk melewati aturan, melainkan kapasitas untuk 
membuat aturan bekerja. 

Karena itu, jawaban atas pertanyaan judul artikel ini adalah: Indonesia membutuhkan institusi 
yang kuat dan pemimpin yang kuat—tetapi dengan definisi kekuatan yang tepat. Institusi kuat 
adalah institusi yang mampu bekerja, belajar, dan membatasi kekuasaan secara sah. Pemimpin 
kuat adalah pemimpin yang memiliki visi, integritas, kompetensi, dan keberanian untuk 
memperkuat institusi tersebut. Warisan terbaik seorang pemimpin bukan sistem yang tidak dapat 
hidup tanpanya, melainkan sistem yang tetap mampu melayani rakyat ketika ia telah pergi. 

Perspektif normatif 

Dari perspektif normatif, pokok persoalan bukan hanya efektivitas tetapi legitimasi. Keputusan 
publik perlu dapat dibenarkan kepada warga yang menanggung konsekuensinya. Karena itu, 
kewenangan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme 
keberatan. Prinsip ini membuat kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan memobilisasi, 
tetapi juga kemampuan memperoleh persetujuan yang sah dan menjaga keadilan prosedural. 

Dalam konteks tema 'Penutup: Pemimpin Terbaik Meninggalkan Institusi yang Lebih Kuat', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
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mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif ekonomi-politik 

Dari perspektif ekonomi-politik, setiap perubahan institusi mengubah distribusi manfaat, biaya, 
akses, dan pengaruh. Karena itu, resistensi tidak selalu berasal dari ketidaktahuan; ia dapat 
berasal dari kepentingan yang kehilangan rente. Pemimpin perlu membaca konfigurasi ini dan 
membangun koalisi reformasi, namun koalisi tersebut harus tetap dibatasi oleh aturan agar 
kompromi politik tidak berubah menjadi transaksi yang merusak kepentingan publik. 

Dalam konteks tema 'Penutup: Pemimpin Terbaik Meninggalkan Institusi yang Lebih Kuat', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif manajemen 

Dari perspektif manajemen, kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh desain proses. Tujuan 
perlu diterjemahkan menjadi pembagian peran, indikator, data, forum koordinasi, eskalasi 
masalah, dan pembelajaran. Organisasi yang hanya bergantung pada rapat pemimpin akan 
mengalami bottleneck. Organisasi yang sehat menciptakan decision rights yang jelas sehingga 
keputusan dapat dibuat dekat dengan informasi tanpa kehilangan akuntabilitas. 

Dalam konteks tema 'Penutup: Pemimpin Terbaik Meninggalkan Institusi yang Lebih Kuat', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Perspektif risiko 

Dari perspektif risiko, sentralisasi dan desentralisasi sama-sama memiliki kegagalan khas. 
Sentralisasi dapat menimbulkan single point of failure, sedangkan desentralisasi dapat 
menimbulkan variasi dan fragmentasi. Desain institusi yang baik tidak mengejar satu bentuk 
ideal, melainkan membangun redundansi, audit, interoperabilitas, dan jalur eskalasi untuk 
mengendalikan risiko pada berbagai level. 

Dalam konteks tema 'Penutup: Pemimpin Terbaik Meninggalkan Institusi yang Lebih Kuat', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
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matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi pendidikan kepemimpinan 

Bagi pendidikan kepemimpinan, implikasinya adalah perlunya mengubah kurikulum dari 
penekanan pada figur heroik menuju kemampuan institution building. Pemimpin publik perlu 
memahami hukum, ekonomi-politik, data, organisasi, etika, negosiasi, komunikasi, dan evaluasi. 
Mereka juga perlu belajar bagaimana menyiapkan suksesi, mengelola konflik kepentingan, dan 
menciptakan ruang bagi kritik profesional. 

Dalam konteks tema 'Penutup: Pemimpin Terbaik Meninggalkan Institusi yang Lebih Kuat', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Implikasi bagi Indonesia 

Bagi Indonesia, isu ini harus dilihat dalam kerangka negara kepulauan yang besar, demokratis, 
dan terdesentralisasi. Solusi yang terlalu bergantung pada komando pusat dapat kehilangan 
konteks lokal, sementara otonomi tanpa standar dapat memperlebar kesenjangan layanan. 
Karena itu, penguatan institusi harus memadukan standar nasional dengan ruang adaptasi 
daerah, serta menghubungkan kepemimpinan politik dengan kapasitas profesional aparatur. 

Dalam konteks tema 'Penutup: Pemimpin Terbaik Meninggalkan Institusi yang Lebih Kuat', prinsip 
tersebut menuntut perhatian pada bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi 
mengalir, siapa yang dapat mengoreksi keputusan, dan bagaimana hasil dipelajari. Pertanyaan-
pertanyaan ini mencegah analisis berhenti pada karakter personal pemimpin. Tata kelola yang 
matang menghubungkan kualitas individu dengan arsitektur organisasi, sehingga keberhasilan 
tidak bergantung pada kebetulan memperoleh figur yang luar biasa setiap periode. 

Matriks Diagnostik: Kapan Kepemimpinan Menjadi Penguat atau 

Pelemah Institusi? 
Dimensi Kepemimpinan 

Penguat Institusi 
Kepemimpinan 
Pelemah Institusi 

Indikator Praktis 

Pengambilan 
keputusan 

Menggunakan 
diskresi dalam 
koridor hukum dan 
dokumentasi. 

Menggunakan 
pengecualian 
sebagai kebiasaan. 

Persentase 
keputusan 
terdokumentasi, 
review, dan 
kepatuhan 
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prosedural 
substantif. 

SDM Memilih tim dari 
kandidat kompeten 
dan membangun 
pipeline. 

Promosi dominan 
berdasarkan loyalitas 
personal. 

Kualitas merit, 
mobilitas talenta, 
transparansi seleksi. 

Data Memakai data untuk 
menguji asumsi. 

Memakai data hanya 
untuk membenarkan 
keputusan. 

Keterbukaan 
metodologi, evaluasi 
independen, koreksi 
berbasis bukti. 

Pengawasan Menerima audit dan 
kritik sebagai 
feedback. 

Melemahkan 
pengawasan atau 
menghukum kritik. 

Tindak lanjut audit, 
whistleblower 
protection, ruang 
dissent. 

Suksesi Menyiapkan penerus 
dan institutional 
memory. 

Menahan delegasi 
dan memusatkan 
pengetahuan. 

Continuity plan, 
dokumentasi, 
stabilitas kinerja 
setelah pergantian. 

Kolaborasi Membangun jejaring 
lintas instansi 
dengan shared 
outcomes. 

Mengandalkan 
instruksi ad hoc dan 
hubungan personal. 

Forum koordinasi 
tetap, data bersama, 
outcome lintas 
instansi. 

Integritas Menerapkan aturan 
juga kepada sekutu. 

Selective 
enforcement. 

Konsistensi sanksi, 
konflik kepentingan, 
keterbukaan 
keputusan. 

Dua Belas Rekomendasi Strategis untuk Tata Kelola Indonesia 
• Institusionalisasikan sistem merit dan manajemen talenta lintas tingkat pemerintahan, 

termasuk succession planning untuk jabatan strategis. 
• Ubah penilaian kinerja pemimpin publik agar memasukkan indikator kualitas institusi, bukan 

hanya output proyek dan penyerapan anggaran. 
• Perkuat mekanisme policy review, regulatory impact assessment, dan evaluasi 

pascaimplementasi untuk kebijakan strategis. 
• Bangun arsitektur data pemerintah yang interoperabel dengan governance yang jelas, 

perlindungan privasi, dan audit kualitas data. 
• Perkuat checks and balances yang profesional, cepat, berbasis risiko, dan tidak mudah 

dipolitisasi. 
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• Pisahkan dengan lebih jelas ranah keputusan politik dan ranah profesional birokrasi, sambil 
menjaga koordinasi dan responsivitas. 

• Tingkatkan transparansi pembiayaan politik, konflik kepentingan, pengadaan, dan 
penunjukan posisi strategis yang mengelola aset publik. 

• Jadikan digital government dan AI sebagai sarana institutionalization by design melalui audit 
trail, standardisasi, dan explainability. 

• Bangun budaya candor: perlindungan bagi dissent profesional, mekanisme red team, dan 
reward untuk early warning yang valid. 

• Perkuat institutional memory melalui arsip digital, knowledge management, komunitas 
praktik, dan dokumentasi keputusan. 

• Kembangkan pendidikan kepemimpinan publik yang menekankan institution building, etika, 
state capacity, evidence, dan adaptive leadership. 

• Gunakan suksesi sebagai indikator akhir: setiap pemimpin harus meninggalkan organisasi 
yang lebih mampu bekerja tanpa ketergantungan personal. 

Glossarium 
Accountability: Kewajiban aktor publik menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan menerima 
konsekuensi atas keputusan dan hasil. 

Adaptive leadership: Pendekatan kepemimpinan untuk memobilisasi pembelajaran dan 
perubahan pada masalah kompleks yang tidak memiliki solusi teknis sederhana. 

Checks and balances: Mekanisme pembagian dan pengawasan kekuasaan agar tidak 
terkonsentrasi tanpa kontrol. 

Collective action problem: Situasi ketika hasil bersama yang lebih baik sulit dicapai karena 
setiap aktor meragukan perubahan aktor lain atau memiliki insentif untuk free ride. 

Digital government: Penggunaan teknologi digital dan data untuk mentransformasi proses, 
layanan, dan tata kelola pemerintah. 

Diskresi: Ruang kewenangan pejabat untuk memilih tindakan di antara beberapa opsi yang sah. 

Governance: Cara kekuasaan, aturan, organisasi, dan aktor berinteraksi untuk membuat dan 
melaksanakan keputusan kolektif. 

Institutionalization: Proses ketika aturan, praktik, dan nilai menjadi stabil, rutin, dan tidak lagi 
bergantung pada individu tertentu. 

Institutional leadership: Kepemimpinan yang secara sadar membangun, memperkuat, dan 
mewariskan kapasitas institusi. 

Institusi: Aturan formal, norma informal, dan mekanisme penegakan yang membentuk perilaku 
dan interaksi. 

Merit system: Sistem pengelolaan aparatur berdasarkan kompetensi, kualifikasi, integritas, dan 
kinerja. 
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Patronase: Distribusi posisi atau sumber daya berdasarkan loyalitas personal/politik, bukan 
semata merit. 

Political settlements: Kesepakatan dan keseimbangan kekuasaan yang mendasari keberlakuan 
institusi formal dan informal. 

Principal-agent problem: Masalah ketika pihak yang mendelegasikan tugas tidak dapat 
sepenuhnya mengamati tindakan pihak yang menerima delegasi. 

Public value: Nilai yang diciptakan pemerintah bagi masyarakat, mencakup hasil, legitimasi, 
keadilan, dan kepercayaan. 

Rule of law: Prinsip bahwa kekuasaan publik dan warga tunduk pada hukum yang berlaku umum, 
dapat diprediksi, dan diterapkan secara imparsial. 

State capacity: Kemampuan negara merumuskan, membiayai, mengkoordinasikan, dan 
melaksanakan kebijakan serta menegakkan aturan. 

Strong leader: Dalam artikel ini: pemimpin yang memiliki kapasitas, legitimasi, integritas, dan 
kemampuan koordinasi; bukan pemimpin yang tidak dibatasi institusi. 

Succession planning: Proses sistematis menyiapkan penerus dan menjaga kesinambungan 
kapasitas organisasi. 

Transparency: Keterbukaan informasi yang memungkinkan publik memahami dan menilai 
proses serta keputusan pemerintah. 
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